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MOTTO 
 

 ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُ رْحَمُونَ  وَٱت َّقُوا ۚ  يْنَ أَخَوَيْكُمْ ب َ  ؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواإِنَّمَا ٱلْمُ 
 

Artinya: “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu 

damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan 

takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-

hujurat [10]: 49).
1
 

  

                                                             
1
 Kementrian Agama RI, Al-Quran Tikrar (Jawa Barat: PT Sygma Examedia Arkanleena, 

2020), 516. 
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ABSTRAK 

Salsabila Nur Aini, 2023: Penyelesaian Perkara melalui Proses Mediasi di 

Pengadilan Negeri Probolinggo. 

 

Kata Kunci: penyelesaian perkara, proses mediasi, Pengadilan Negeri  

Probolinggo 

 

Penyelesaian perkara melalui proses mediasi dalam menjalankan perlu 

adanya bantuan mediator demi tercapainya suatu upaya perdamaian maka 

Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 

2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Adanya peraturan tersebut pra 

acara, proses, hingga akhir mediasi dapat di jalankan sesuai ketentuannya. Dengan 

begitu dapat meminimalisir adanya penumpukan perkara dan lamanya waktu 

proses di pengadilan. Namun yang terjadi di lapangan tidak demikian, posisi 

mediasi di pengadilan seperti hanya formalitas saja. 

 Fokus penelitian dalam skripsi ini 1) Bagaimana peran mediator dalam 

penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Probolinggo? 2) Bagaimana 

penyelesaian perkara melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo? 

3) Bagaimana penyelesaian perkara melalui mediasi di Pengadilan Negeri 

Probolinggo dalam perspektif hukum islam?. Tujuan penelitian ini adalah 1) 

Untuk mengetahui bagaimana peran mediator dalam penyelesaian perkara di 

Pengadilan Negeri Probolinggo. 2) Untuk mengetahui lebih mendalam terkait 

penyelesaian perkara melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo. 3) 

Untuk mengetahui penyelesaian perkara melalui mediasi di Pengadilan Negeri 

Probolinggo dalam perspektif hukum islam. 

 Penelitian ini berjenis yuridis empiris, pendekatan Undang-Undang dan 

Teori, dimana peneliti menggambarkan saat melakukan penelitian. Peneliti 

berupaya menyeluruh terkait substansi penyelesaian perkara melalui proses 

mediasi yaitu di Pengadilan Negeri Probolinggo. Terkait pengumpulan bahan 

hukum peneliti menggunakan beberapa cara salah satunya wawancara dan 

dokumentasi. Menganalisis bahan hukum menggunakan reduksi bahan hukum, 

penyajian bahan hukum, serta kesimpulan. 

 Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa 1) peran mediator di 

Pengadilan Negeri Probolinggo berupaya mendamaikan akan tetapi kegagalan 

tetap terjadi dikarenakan ego para pihak dengan tidak mempunyai niat untuk 

berdamai dan perbedaan kemampuan pemahaman dan pendidikan diantara salah 

satu para pihak. 2) Aturan dan prosedur mediasi terjalani dengan baik sesuai 

PERMA No 1 Tahun 2016 akan tetapi proses mediasi tidak banyak di selesaikan 

oleh pihak Pengadilan, di karenakan para pihak tidak ber i‟tikad baik, sehingga 

mereka mengedepankan harus ada yang menang dan kalah. Para pihak juga tidak 

memahami eksistensi mediasi, dengan beranggapan bahwa putusan mediasi tidak 

sama dengan putusan pengadilan, sehingga penyelesaian perkara belum efektif. 3) 
mediasi dalam hukum islam dijelaskan cukup meluas, seperti didalam QS. An-

Nisa‟ ayat 35 dan 114, QS. Asy-Syura ayat 38, QS. Al-hujurat ayat 10. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
  

A. Konteks Penelitian 

Penumpukan perkara di pengadilan mengakibatkan proses 

penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang cukup lama dan 

menghabiskan biaya yang terbilang tidak sedikit. Penyelesaian perkara dengan 

kondisi tersebut seringkali menimbulkan masalah baru. Salah satu masalahnya 

yaitu lanjutan pertikaian dari hasil putusan majelis hakim. Majelis hakim 

mengedepankan bukti formil yang menghasilkan putusan menang dan kalah 

antarpihak yang bertikai, tidak mengarahkan perdamaian antar kedua belah 

pihak yang bertikai. 

Pengadilan perlu menerapkan proses sederhana, cepat dan biaya ringan 

seperti yang tertuang dalam Hukum acara perdata Pasal 4 ayat 2 Nomor 4 

Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “Peradilan di 

laksanakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.”
2
 dan untuk 

mewujudkan penerapan proses sederhana, cepat dan biaya ringan, maka di 

aturlah upaya perdamaian dengan cara mengintegrasikan mediasi kedalam 

proses beracara di pengadilan. Tersebut salah satu efektif mengatasi adanya 

penumpukan perkara. Penyempurnaan suatu aturan proses mediasi maka 

Mahkamah agung menciptakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 

2016 Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan.   

                                                             
2
 Laila M. Rasyid, Pengantar Hukum Acara Perdata, (Sulawesi : Unimal Press, 2015), 

17. 
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Berdasarkan hasil lamanya proses penyelesaikan perkara perdata di 

muka persidangan Pengadilan Negeri Probolinggo sebagai berikut :  

Tabel 1.1 

Penyelesaian Perkara Perdata Litigasi Pengadilan Negeri Probolinggo 

 

No. Nomor Perkara Klasifikasi Perkara Lama Proses 

1. 3/Pdt.G.S/2022/PN Pbl Wanprestasi 165 Hari 

2. 7/Pdt.G/2022/PN Pbl Perceraian 139 Hari 

3. 10/Pdt.G/2022/PN Pbl Jual Beli Tanah 226 Hari 

4. 32/ Pdt.G/2022/PN Pbl Objek Sengketa 

Tanah 

91 Hari 

5. 9/ Pdt.G/2020/PN Pbl Harta Bersama 152 Hari 

6. 28/Pdt.G/2020/PN Pbl Perbuatan Melawan 

Hukum 

239 Hari 

Sumber bahan hukum : Pengadilan Negeri Probolinggo. 

Dalam tabel bisa dilihat bahwa penyelesaian perkara perdata melalui 

jalur litigasi di Pengadilan Negeri Probolinggo sangat memakan waktu yang 

cukup lama, dikarenakan masyarakat  tidak memahami adanya penyelesaian 

perkara melalui jalur mediasi yang bisa diselesaikan diluar pengadilan dengan 

waktu yang singkat dan menghemat biaya. 

Non Litigasi diartikan dengan penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan oleh jalur damai dan penangkal sengketa dengan perancangan 

kemufakatan yang baik. Penyelesaian sengketa secara non litigasi melingkupi 

bidang yang sangat luas terlebih mencangkup seluruh aspek kehidupan 

diselesaikan secara hukum.
3
 Non litigasi pada umumnya mengenalkan adanya 

upaya yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan, 

tersebut terbagi menjadi 4 yaitu : negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase. 

Untuk itu keterkaitan dalam judul skripsi penulis, maka penulis berfokus pada 

                                                             
3
 Wayan Wiryana,Ketut Artadi, Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan, (Denpasar 

Bali : Udayana University Press, 2010), 3. 
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salah satu proses non litigasi yaitu Mediasi, mediasi merupakan mekanisme 

penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang tidak 

memihak dan turut aktif memberikan bimbingan atau arahan guna mencapai 

penyelesaian, namun ia tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang 

mengambil keputusan.
4
 Sedangkan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 

2016 Pasal 1, menegaskan pengertian mediasi yaitu “Mediasi adalah cara 

penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh 

kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.”
5
 Mediasi pengadilan 

dilakukan oleh mediator hakim maupun mediator non hakim yang telah 

mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Mediator (PPKM) yang 

diselenggarakan oleh lembaga yang sudah terakreditasi oleh Mahkamah 

Agung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka mereka harus 

mematuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 dan pedoman perilaku 

yang dirancang oleh Mahkamah Agung.
6
  

Prinsipnya mediasi yakni cara penyelesaian perkara di luar pengadilan 

melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifatkan netral dan 

tidak berpihak serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang 

bersengketa.
7
 Mediasi dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para 

pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa 

                                                             
4
 I Wayan Agus Vijayantera, Konsep Penyelesaian Perselisihan Non Litigasi Dan 

Litigasi, (Denpasar : UNIVERSITAS MAHASARASWATI PRESS, 2022),75. 
5
 Peraturan Mahkamah Agung  No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di 

Pengadilan, Pasal 1. 
6
 Gatot Soemartono, Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia, (Jakarta : PT Gramedia 

Pustaka Utama, 2006), 119-120.  
7
 Bambang Sutiyoso, Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian, (Yogyakarta : Gama 

Media, 2008), 58.  
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keadilan. Dan adanya inisiatif penyelesaian tetap berada pada tangan para 

pihak yang bersengketa. Dengan adanya mediasi para pihak bebas dalam 

penyelesaian masalah para pihak terbantu oleh pihak ketiga yaitu mediator 

atau penengah, akan tetapi pada kenyataannya dalam penerapan mediasi di 

Pengadilan Negeri Probolinggo belum banyak terselesaikan, karena terdapat 

beberapa kendala dimana kurangnya niatan para pihak untuk berdamai 

sehingga mengedepankan harus ada yang menang dan kalah serta kurang 

memahami adanya mediasi menyebabkan mediasi kurang efektif yang 

berdampak pada gagalnya penyelesaian perkara meskipun mediasi sudah 

terlaksana. 

Praktik proses mediasi di pengadilan, hakim wajib mendamaikan pada 

setiap kali sidang. Karena setiap sengketa perdata hakim mengupayakan para 

pihak untuk menempuh mediasi yang dilakukan hakim mediator ataupun non 

hakim mediator. Apabila hakim melanggar ataupun enggan dalam 

menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi 

hukum tersebut terdapat dalam Pasal 2 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 1 Tahun 2016. Hubungan yang dikembangkan dalam mediasi tidak 

lain hanyalah untuk menempatkan komunikasi pada tingkat yang tepat, 

dengan adanya hubungan komunikasi dapat dilakukan secara terbuka. Dan 

Dalam praktiknya  proses mediasi, mediator berdialog secara rahasia dengan 

masing-masing pihak untuk bertujuan perdamaian oleh kedua pihak.  

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa hakim meditor Pengadilan 

Negeri Probolinggo tidak melakukan mediasi secara tuntas, karena para pihak 
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tidak mempunyai niatan dalam upaya perdamaian, sehingga hakim mediator 

dengan segera menggiring para pihak kedalam jalur litigasi.
8
 Maka penelitian 

ini menjadi penting untuk dilakukan.     

Oleh karena itu, berawal dari latar belakang yang telah dipaparkan oleh 

peneliti diatas, maka peneliti tertarik dengan permasalahan tersebut dan ingin 

meneliti lebih lanjut untuk mengetahui lebih mendalam. Sehingga peneliti 

mengangkat judul skripsi yaitu : “Penyelesaian Perkara melalui Proses 

Mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo”. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, maka berfokuskan atas penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana peran mediator dalam penyelesaian perkara di Pengadilan 

Negeri Probolinggo ? 

2. Bagaimana penyelesaian perkara melalui proses mediasi di Pengadilan 

Negeri Probolinggo ? 

3. Bagaimana penyelesaian perkara melalui mediasi di Pengadilan Negeri 

Probolinggo dalam Perspektif Hukum Islam ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan hasil atas perencanaan pada penelitian. 

Tujuan penulisan harus berdasarkan pada problemetika yang telah dirancang 

sebelumnya.
9
 

                                                             
8
 Boy Jefri Paulus Sembiring, S.H, diwawancara oleh Penulis, Pengadilan Negeri Probolinggo, 03 

Februari 2023. 
9
 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember : IAIN Jember Press, 2019), 

101. 
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1. Untuk mengetahui bagaimana peran mediator dalam menyelesaikan 

perkara di Pengadilan Negeri Probolinggo. 

2. Untuk mengetahui lebih mendalam terkait penyelesaian perkara melalui 

proses mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo.  

3. Untuk mengetahui lebih mendalam terkait penyelesaian perkara melalui  

mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo dalam perspektif hukum islam. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian berisikan tentang kontribusi apa yang akan 

diberikan setelah melakukan penelitian. Berdasakan fokus penelitian dan 

tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini berharap 

bisaa membagikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya :  

1. Manfaat Teoritis 

Dapat di jadikan sebagai bahan masukan bagi peneliti, dapat 

memberikan ilmu dan wawasan kepada para pembaca dan mendalami ilmu 

yang di peroleh selama studi, serta menambah pengetahuan khususnya 

dalam mengetahui terkait penyelesaian perkara melalui proses mediasi di 

Pengadilan Negeri Probolinggo. Dan juga dapat digunakan sebagai 

rujukan untuk penelitian berikutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Sebagai pengalaman awal yang memberikan nuansa tersendiri 

untuk menambah pengetahuan khususnya dalam pelaksanaan 

penyelesaian perkara melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri 
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Probolinggo dengan berfokuskan pada peran mediator, penyelesaian 

perkara melalui proses mediasi, dan penyelesaian perkara melalui  

mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo dalam perspektif hukum 

islam. 

b. Bagi Masyarakat 

Berharap bisa bermanfaat bagi masyarakat guna memahami 

adanya penyelesaian perkara melalui proses mediasi di Pengadilan 

Negeri Probolinggo, dengan adanya mediasi masyarakat tidak perlu 

berfikir panjang untuk memilih alternatif ini, sebab sudah sangat jelas 

kelebihan mediasi yaitu lebih sederhana, waktu yang singkat, rahasia, 

hubungan antar pihak tetap terjaga dll. 

c. Bagi Pengadilan Negeri Probolinggo 

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat sebagai bahan 

masukan dan evaluasi guna peranan mediator Pengadilan Negeri 

Probolinggo dalam penyelenggaraan proses mediasi untuk 

menyelesaikan perkara di Pengadilan Negeri Probolinggo semakin 

lebih baik.   

d. Bagi UIN KHAS JEMBER  

Di harapkan dapat menjadi rujukan dalam penelitian 

berikutnya, khususnya bagi mahasiswa hukum keluarga yang mana 

terfokus pada ranah perdata, dengan menjadikan referensi 

pembelajaran. 
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E. Definisi Istilah 

1. Mediasi  

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi 

arti sebagai proses pengikutsertaan atas pihak ketiga (mediator atau 

penasihat) dalam penyelesaian suatu perselisihan. Pengertian dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung 3 unsur yaitu : Pertama, 

mediasi adalah proses penyelesaian suatu sengketa antara dua pihak atau 

lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah 

pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang 

terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat 

dan tidak memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan.
10

 

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 

Pasal 1 ayat 1, pengertian mediasi adalah cara penyelesaian sengketa 

melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak 

dengan di bantu oleh mediator.
11

 Sedangkan menurut Christpher 

W.Moore menyatakan pengertian mediasi yaitu suatu problemetika 

dengan bantuan  pihak ketiga yang berhasil diterima oleh kedua belah 

pihak, rata serta tidak memihak dan juga tidak berkewenangan untuk 

menciptakan suatu keputusan, akan tetapi menyegerakan para pihak yang 

                                                             
10

 Tim Penyusun Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 

2002), 726.    
11

 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di 

Pengadilan Pasal 1 ayat 1 
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bersengketa guna mendapatkan pencapaian suatu hasil bersama atas 

problem yang di sengketakan.
12

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 pasal 6 ayat 

3 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mediasi 

merupakan proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi 

yang dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan pasal 6 ayat 2 Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999.
13

 Sedangkan dalam Jurnal Ilmu Hukum 

Rika Lestari menyatakan mediasi yaitu proses bersifatkan pribadi, rahasia, 

kooperatif serta menyelesaikan problemetika, sebab mediator selaku 

pihak ketiga yang tak memihak menolong para pihak yang bersengketa 

dalam penyelesaian konflik. Mediasi adalah cara yang praktis, relatif tidak 

formal seperti proses di pengadilan.
14

 

Menurut Takdir Rahmadi, mediasi merupakan suatu proses 

penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan 

atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki 

kewenangan dalam memutus.
15

 

2. Perkara  

Persoalan yang membutuhkan penyelesaian dinamakan perkara. 

Secara teoritis perkara berjeniskan 2 yakni : perkara mengandung 

                                                             
12

 Desriza Ratman, Mediasi Nonlitigasi Terhadap Sengketa Medikdengan Konsep Win-

Win Solution, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2012), 133. 
13

 Rika Lestari, SH, M.Hum, “Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa secara 

Mediasi di Pengadilan dan Diluar Pengadilan di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No. 2   
14

 Rika Lestari, SH, M.Hum, “Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa secara 

Mediasi di Pengadilan dan Diluar Pengadilan di Indonesia.” 
15

 Tomy Saladin, Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol.2, No.2 (Desember 

2017), E-ISSN : 2502-6593, 151.  
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perselisihan terdapatkan kepentingan hak yang dituntut oleh pihak satu 

dengan lainnya dan perkara yang tak mengandung perselisihan.  

3. Pengadilan Negeri  

 Pengadilan negeri bisa diartikan dengan sebuah lembaga 

peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota 

kabupaten atau kota. Sebagai tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, 

dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari 

keadilan pada umumnya.
16

 

F. Sistematika Pembahasan 

Suatu rangkaian skripsi yang termulai dari pendahuluan sampai dengan 

penutup. Penulis memutuskan rangkaian pembahasan yang jelas pada 

penulisan skripsi ini. Kemudian merangkai pembahasan yang runtut guna 

mengarahkan penulisan. Skripsi disini terbagi dalam 5 subbab, antara lain : 

BAB 1 PENDAHULUAN Menempatkan perihal yang global akan penelitian   

yang terdiri atas :  

1. Latar Belakang adalah deskripsi terkait fakta yang akan penulis teliti 

Penelitian yang mencangkup terkait problem yang akan didapatkan 

tanggapan atas tindakan peneliti. 

2. Tujuan Penelitian yaitu suatu global yang arah penelitian yang bakal di 

tuju. 

                                                             
16

 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. 
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3. Definisi Istilah berisikan pemberitahuan tentang terminologi yang menjadi 

fokus penelitian dalam artian mengurangi munculnya kesalahfahaman 

terkait definisi istilah yang peneliti harapkan. 

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN Terdapatkepustakaan yang memuat  :  

1. Penelitian Terdahulu merupakan merumuskan hasil penelitian terdahulu 

yang mempunyai keserupaan tema dengan penelitian ini. 

2. Kajian Teori berisi bagian pengkajian teori yang menghasilkan dasar 

hukum dan teori yang berhubungan dengan penelitian yang di tulis. 

BAB III METODE PENELITIAN Pada bagian ini penulis merumuskan 

mengenai Pendekatan dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek 

Penelitian, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Analisis Bahan Hukum, 

Keabsahan Bahan Hukum, dan Tahap Penelitian. 

BAB IV PENYAJIAN BAHAN HUKUM DAN ANALISIS Terdapat 

penulis menjelaskan terkait Deksripsi Objek Penelitian, Penyajian Bahan 

Hukum dan Analisis serta Pembahasan Temuan. 

BAB V PENUTUP Terdapat kandungan Kesimpulan dan Saran dari hasil 

skripsi ini. Kesimpulan merupakan hasil finish penulis dalam temuan, dan 

Saran merupakan anjuran oleh penulis kepada pembaca.   

 

  



12 

BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

A. Penelitian Terdahulu 

Pada po iin di sini pe ine iliti meine irteirakan be irmacam hasil peine ilitian 

teirdahulu yang be irkaitan deingan pe ine ilitian yang bakal dilaksanakan, lalu 

meirangkai ringkasannya, se ihingga pe ineilitian yang sudah te irpublikasikan atau 

akan teirpublikasikan (skripsi, teisis, dise irtasi, artikeil yang dimuat pada jurnal 

ilmiah, dan seibagainya). De ingan dilakukan tahap ini, maka dapat teirlihat 

sampai seipanjang mana oiriginal dan leitak pe ineilitian yang he indak dilakukan.
17

 

Untuk meinghindari teirjadinya duplikasi dalam peine ilitian, maka 

pe ineiliti meilakukan peingkajian teirhadap karya-karya yang te ilah ada teirdapat 

pe ineilitian yang me imiliki keisamaan inti pe imbahasan deingan pe ine ilitian yang 

pe ineiliti laksanakan yaitu :  

1. Skripsi yang be irjudul “Implementasi mediasi pada kasus perceraian di 

pengadilan agama kabupaten sarolangun”, Pe ine ilitian yang dilakukan 

oileih He irviana (2019), UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, adapun inti 

hasil peineilitian dari judul teirse ibut meinge inai impleimeintasi meidiasi dalam 

meinye ile isaikan kasus pe irceiraian di Pe ingadilan Agama Kabupate in 

Saroilangun yaitu de ingan diawali de ingan pe indaftaran gugatan, me ineintukan 

meidiatoir, peine itapan hari sidang oile ih majeilis hakim, peimanggilan para 

pihak untuk meidiasi. Dilakukan seilama 30 hari keirja deingan 1-2 kali 

pe irteimuan, tahap peirtama meidiatoir meimpeirke inalkan diri, meinje ilaskan 

                                                             
17

 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 

(Jember : IAIN Jember, 2019), 46. 
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tujuan meidiasi, para pihak meingklarifikasi masalah yang dihadapi, 

meilakukan peirteimuan teirpisah (kaukus), pe irteimuan meidiasi beirisi 

nase ihat-nase ihat dan meingarahkan para pihak untuk diskusi meincapai 

ke ise ipakatan damai.
18

 

Adapun be ibe irapa peine ilitian teirdahulu yang te ilah di publikasikan 

dapat diagnoisis pe irbe idaan dan peirsamaan de ingan pe ine ilitian ini yaitu :  

No. Perbedaan Persamaan 

1. Skripsi He irviana, be irfoikus 

pe ineilitian pada impleime intasi 

meidiasi pada kasus 

pe irceiraian saja, seidangkan 

pe ineilitian ini beirfoikus pada 

Pe inye ile isaian Peirkara Meilalui 

Proise is Me idiasi Di Pe ingadilan 

Ne ige iri Proiboilinggo i, jadi 

pe ineilitian meincangkup 

pe inye ile isaian seiluruh peirkara 

meilalui proise is me idiasi. 

Ke isamaan dalam 

meimbahas teintang meidiasi 

be irdasarkan peingadilan. 

 

2. Dalam seigi instansi pe ineilitian 

He irviana di Pe ingadilan 

Agama Kabupatein 

Sarolangan se idangkan 

pe ineilitian ini di Peingadilan 

Ne ige iri Proiboilinggo i. 

Pe ine ilitian menggunakan 

jenis eimpiris  

 

 

2. Skripsi yang be irjudul “Efektifitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi 

Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jakarta Timur)”, 

pe ineilitian yang dilakukan o ileih Nur Lina Afifah LITTI (2021), Unive irsitas 

Muhammadiyah Jakarta,  Adapun  hasil pe ine ilitian dari judul teirse ibut 

me inge inai Eifeiktifitas Proise is Me idiasi Dalam Meingurangi Pe irkara 

                                                             
18

 Herviana, Implementasi mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama 

Kabupaten sarolangun, ( Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), 6. 
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Pe irceiraian (Studi Kasus di Pe ingadilan Agama Jakarta Timur) yaitu 

meinunjukkan bahwa masih kurang e ifeiktif. Dari data yang dipe iroile ih 

jumlah peirkara yang be irhasil dimeidiasi 3 tahun teirakhir kurang dari 

15%.
19

 

Adapun be ibe irapa peine ilitian teirdahulu yang te ilah dipublikasikan 

dapat diagnoisis pe irbe idaan dan peirsamaan de ingan pe ine ilitian ini yaitu : 

No. Perbedaan Persamaan 

1. Skripsi Nur Lina Afifah 

LITTI, be irfoikus pe ine ilitian 

pada eife iktifitas proise is 

meidiasi dalam meingurangi 

pe irkara peirce iraian saja, 

se idangkan pe ine ilitian ini 

be irfoikus pada Peinye ile isaian 

Pe irkara Meilalui Proise is 

Me idiasi Di Peingadilan 

Ne ige iri Proiboilinggo i, jadi 

pe ineilitian meincangkup luas 

dalam kasus pe irkara peirdata. 

Ke isamaan dalam 

meimbahas teintang Proses 

Me idiasi. 

 

2. Dalam seigi instansi pe ineilitian 

Nur Lina Afifah LITTI Di 

Pe ingadilan Agama Jakarta 

Timur seidangkan pe ineilitian 

ini di Peingadilan Ne ige iri 

Proiboilinggo i. 

Pe ine ilitian menggunakan 

jenis eimpiris.  

 

 

3. Skripsi yang be irjudul “Penyelesaian sengketa perceraian dengan cara 

mediasioleh Pengadilan Agama Jember dalam Perspektif Peradilan 

Islam”, pe ine ilitian yang dilakukan oileih M Abdul Gho ifur (2019), IAIN 

Jeimbeir, Adapun inti hasil peine ilitian dari judul teirse ibut proise is me idiasi 

                                                             
19

 Nur Lina Afifah LITTI, Efektifitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara 

Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jakarta Timur), (Skripsi, Universitas 

Muhammadiyah Jakarta, 2021), 5. 
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Pe ingadilan Agama Jeimbeir pe irtama kali se ibeilum meidiatoir meilakukan 

meidiasi, meire ika meilakukan peirnyataan teirle ibih dahulu yang dilakukan 

dideipan hakim peimeiriksa dalam beintuk surat peirnyataan untuk meilakukan 

pe irdamaian deingan didampingi me idiatoir, baru disinilah pe iran meidiatoir 

untuk meilangsungkan me idiasi.
20

 

Adapun be ibe irapa peine ilitian teirdahulu yang te ilah dipublikasikan 

dapat diagnoisis pe irbe idaan dan peirsamaan de ingan pe ine ilitian ini yaitu :  

No. Perbedaan Persamaan 

1. Skripsi M Abdul Gho ifur, 

be irfoikus pe ineilitian pada 

Pe inye ile isaian seingke ita 

pe irceiraian deingan cara 

meidiasi o ileih Pe ingadilan 

Agama Jeimbe ir dalam 

Pe irspe iktif Peiradilan Islam, 

se idangkan pe ine ilitian ini 

be irfoikus pada Peinye ile isaian 

Pe irkara Meilalui Proise is 

Me idiasi di Peingadilan Ne ige iri 

Proiboilinggoi. 

Ke isamaan dalam meimbahas 

teintang Proses Me idiasi. 

 

2. Dalam seigi instansi pe ineilitian 

M Abdul Ghoifur di 

Pe ingadilan Agama Jeimbeir 

se idangkan pe ine ilitian ini di 

Pe ingadilan Ne ige iri 

Proiboilinggoi. 

Ke isamaan dalam 

meinggunakan je inis pe ineilitian 

e impiris. 

 

3. Dalam seigi pe inde ikatan 

pe ineilitian skripsi M Abdul 

Ghoifur me inggunakan studi 

kasus, se idangkan skripsi ini 

meinggunakan studi Undang-

Undang dan ko inse ip. 

Ke isamaan dalam teiknik 

pe ingumpulan bahan hukum 

yaitu wawancara dan 

doikumeintasi. 

 

 

                                                             
20

 M Abdul G, Penyelesaian sengketa perceraian dengan cara mediasi oleh Pengadilan 

Agama Jember dalam Perspektif Peradilan Islam, (Skripsi, IAIN Jember, 2019), 6. 



 

 

16 

4. Skripsi yang be irjudul “Pelaksanaan mediasi terhadap perkara 

wanprestasi di Pengadilan Negeri pekanbaru”, dilakukan oileih M.Alfa 

Ridhoi (2022), Unive irsitas Islam Riau Pe ikanbaru, adapun hasil peine ilitian 

dari judul teirse ibut yaitu pe ilaksanaan meidiasi dalam peinye ile isaian seingke ita 

wanpre istasi di Peingadilan Ne ige iri Pe ikanbaru beilum jalan deingan oiptimal 

dikareinakan proise is me idiasi tidak seimuanya be irjalan deingan lancar, hal ini 

dkareinakan tidak teircapainya ke ie ipakatan antara keidua beilah pihak yang 

be irmasalah dan peinye ile isaian seingke ita meilalui meidiasi masih meimakan 

waktu yang cukup lama se ihingga te irlihat meidiasi sulit diseile isaikan, dan 

faktoir pe inghambatnya yaitu salah satu pihak tidak hadir, para pihak tidak 

jujur dalam meimbeirikan data-data yang dibutuhkan, dan pihak tidak bisa 

saling be irse ipakat untuk damai.
21

 

Adapun be ibe irapa peine ilitian teirdahulu yang te ilah dipublikasikan 

dapat diagnoisis pe irbe idaan dan peirsamaan de ingan pe ine ilitian ini yaitu :  

No. Perbedaan Persamaan 

1. Skripsi M.Alfa Ridho i 

be irfoikus pada Peilaksanaan 

meidiasi teirhadap peirkara 

wanpre istasi di peingadilan 

ne ige iri pe ikanbaru, seidangkan 

skripsi ini beirfoikus pada 

Pe inye ile isaian peirkara meilalui 

proise is me idiasi di Peingadilan 

Ne ige iri Proiboilinggo i. 

Ke isamaan dalam meimbahas 

teirkait meidiasi. 

2. Dalam seigi instansi pe ineilitian 

M.Alfa Ridho i di Peingadilan 

Ne ige iri Pe ikanbaru seidangkan 

pe ineilitian ini di Peingadilan 

Ne ige iri Proiboilinggo i. 

Ke isamaan dalam 

meinggunakan je inis pe ineilitian 

e impiris. 

 

                                                             
21

 M.Alfa Ridho, Pelaksanaan mediasi terhadap perkara wanprestasi di Pengadilan 

Negeri pekanbaru, (Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022), 6. 
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3.  Ke isamaan dalam teiknik 

pe ingumpulan bahan hukum 

yaitu wawancara dan 

doikumeintasi. 

 

 

5. Skripsi beirjudul “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap”, dilakukan oileih Azka Jihadul 

Ulya (2016), Unive irsitas Islam Ne ige iri Sunan Kalijaga Yoigyakarta, adapun 

hasil peineilitian dari judul teirse ibut yaitu dalam peilaksanaannya me idiasi 

yang dilakukan dikantoir peirtanahan kabupatein cilacap yaitu seibagian 

be isar sudah seisuai deingan pe iraturan peirundang-undangan yang be irlaku. 

Salah satunya yaitu Ke iputusan Ke ipala Badan Pe irtanahan Nasioinal 

Re ipublik Indoine isia Noimoir 34 Tahun 2007 Te intang Pe itunjuk Teiknis 

Pe inanganan Dan Pe inye ile isaian Masalah Pe irtanahan Noimoir 

05/JUKNIS/D.V/2007 te intang Me ikanisme i Me idiasi.
22

 

Adapun be ibe irapa peine ilitian teirdahulu yang te ilah dipublikasikan 

dapat diagnoisis pe irbe idaan dan peirsamaan de ingan pe ine ilitian ini yaitu :  

No. Perbedaan Persamaan 

1. Skripsi Azka Jihadul Ulya 

be irfoikus pada Meikanismei 

Pe inye ile isaian Seingke ita 

Me ilalui Meidiasi Di Kanto ir 

Pe irtanahan Kabupatein 

Cilacap, seidangkan skripsi ini 

be irfoikus pada Peinye ile isaian 

pe irkara meilalui proise is 

meidiasi di Peingadilan Ne ige iri 

Proiboilinggo i. 

Ke isamaan dalam 

meimbahas teintang Proses 

Me idiasi. 

 

                                                             
22

 Azka Jihadul Ulya, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Cilacap, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), 6. 
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2. Dalam seigi instansi pe ineilitian 

Azka Jihadul Ulya Di Kanto ir 

Pe irtanahan Kabupatein 

Cilacap seidangkan pe ine ilitian 

ini di Peingadilan Ne ige iri 

Proiboilinggo i. 

Pe ine ilitian menggunakan 

jenis yuridis  e impiris.  

 

 

B. Kajian Teori 

Kajian teioiri yakni salah satu kointeiks dimana proibleimeitika 

dihubungkan atau diambil. Pada umumnya, studi eikspe irimeintal leibih banyak 

didasarkan pada keirangka te ioiri, seihingga be irtujuan meinguji te ioiri-te ioiri 

khusus.
23

 

1. Teioiri Ke imanfaatan 

Tujuan hukum seibe inarnya me imbe irikan ke imanfaatan keipada 

manusia seibanyak-banyaknya. Ke imanfaatan di sini diartikan deingan 

ke ibahagiaan. Deingan de imikian beirarti bahwa se itiap peinyusunan proiduk 

hukum se ipe irti peiraturan peirundang-undangan se iharusnya se inantiasa 

meingamati tujuan hukum yaitu untuk me imbeirikan ke ibahagiaan seibanyak-

banyaknya bagi masyarakat. Me inurut Para ahli hukum yaitu Jeire imy 

Be intham, beiliau meimbangun se ibuah teioiri hukum koimpreihe insif diatas 

landasan yang sudah dileitakkan, teintang asas keimanfaatan. Be iliau juga 

pe inceitus se ikaligus pe imimpin aliran keimanfaatan. Hakikat keibahagiaan 

adalah keinikmatan dan keihidupan yang be ibas dari keise ingsaraan. 
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Tujuannya hanya untuk me incari ke ise inangan dan me inghindari 

ke isusahan.
24

 

Me inurut ahli hukum Joihn Stuar Mill se ibe inarnya se ipe imikiran 

de ingan Je ireimy Be itham. Be iliau meimiliki pe indapat bahwa suatu peirbuatan 

he indaknya be irtujuan untuk meincapai se ibanyak mungkin ke ibahagiaan. 

Joihn Stuar Mill se ituju atas peindapat Jeire imy Be itham teirkait suatu tindakan 

he indaklah di tujukan keipada peincapaian ke ibahagiaan. Meinurut Joihn Stuar 

Mill keiadilan beirsumbe ir pada naluri manusia untuk meinoilak atau 

meimbalas seibuah keirusakan yang didapat oile ih diri seindiri maupun oirang 

lain. Hakikat keiadilan meincangkup se imua peirsyaratan moiral yang sangat 

hakiki bagi keise ijahteiraan ummat manusia.
25

 

Be irdasarkan peindapat para toikoih diatas maka, teioiri keimanfaatan 

de ingan ke ise isuaian teima teintang me idiasi le ibih coindoing ke ipada toikoih Joihn 

Stuar Mill, kareina pada hakikatnya meidiasi meimbawa keiuntungan yaitu 

pe irdamaian antar pihak deingan tidak meinimbulkan saling de indam, dll. 

Ke ite irkaitan Teioiri ke imanfaatan deingan pe ineilitian peinulis yaitu 

proiduk hukumnya : Pe iraturan Mahkamah Agung Noimoir 1 Tahun 2016 

Teintang Proise idur Me idiasi di Peingadilan. Yang mana meidiasi meimbe iri 

ke imanfaatan keipada masyarakat yaitu salah satu proise is pe inye ile isaian 

se ingke ita yang bisa dikatakan heimat waktu dan murah, seirta dapat 

meimuaskan antar pihak atas peinye ile isaiannya de ingan meime inuhi rasa 

ke iadilan. 
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2. Teioiri Ke ipastian Hukum  

Ke ipastian meirupakan suatu peirihal keiadaan yang pasti, hukum 

se icara hakiki diharuskan pasti dan adil. Ke ipastian hukum se icara noirmatif 

yang mana suatu peiraturan yang dibuat dan diundangkan seicara pasti 

se ibab meingatur se isuatu yang pasti dan lo igis.
26

 Ke ipastian hukum disini 

se ibagai salah satu tujuan hukum maka dapat dikatakan upaya meiwujudkan 

ke iadilan. Be intuk dari keipastian hukum yang nyata yaitu pe ine igakan hukum 

dan peilaksanaanya te irhadap suatu tindakan deingan tidak pandang bulu. 

De ingan adanya ke ipastian hukum, maka se ise ioirang akan me imikirkan akibat 

dari tindakan hukum yang te irjadi. 

Me inurut ahli hukum teintang teioiri ke ipastian hukum yang mana 

be irdasarkan Ape ildoioirn, yaitu ke ipastian hukum be irarti keiamanan hukum 

yang artinya pe irlindungan bagi para pihak teirhadap keiwe inangan hakim, 

dan pihak peincari keiadilan ingin meinge itahui hukum dalam peirihal khusus 

se ibe ilum meimulai peirkara.
27

 Se idangkan meinurut Jan Michieil Oittoi 

meimbe iri batasan atas keipastian hukum yang le ibih jauh meindeifinisikan 

ke ipastian hukum seibagai ke imungkinan bahwa dalam situasi teirteintu yaitu 

: te irse idia aturan yang je ilas, koinsistein, dan mudah dipeiroileih, warga se icara 

prinsipil meinye isuaikan pe irilaku meire ika te irhadap aturan teirse ibut. Hukum 

yang di te igakkan oile ih instansi peineigak hukum yang di be irikan tugas 

untuk itu harus meinjamin keipastian hukum deingan be irtujuan de imi 
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teigaknya ke ite irtiban dan keiadilan dalam keihidupan masyarakat. 

Ke itidakpastian hukum akan meinimbulkan keikacauan dalam keihidupan 

masyarakat deingan me imunculkan main hakim seindiri, beirtindak seisuka 

hati.
28

 

Be irdasarkan 2 toiko ih diatas maka, teioiri ke ipastian hukum deingan 

ke ise isuaian teima teintang me idiasi leibih coindoing ke ipada toikoih Jan Michieil 

Oittoi, kareina meidiasi disini meimanglah jeilas dalam keipastian hasil meidiasi 

dan mudah dalam beirproise is deingan meincapai peirdamaian deimi 

ke imaslahatan pihak. 

Ke ite irkaitan teioiri keipastian hukum deingan peine ilitian peinulis yaitu 

dalam keise ipakatan peirdamaian yang dicapai dari meidiasi yang be irsifatkan 

final dan meingikat bagi para pihak deingan dilakukan deingan i‟tikad baik 

de ingan cara keikeiluargaan, maka jika me idiasi beirhasil akan dituangkan 

dalam beintuk akta peirdamaian, se idangkan jika meidiasi tidak beirhasil 

maka meidiasi di nyatakan seileisai tanpa peirdamaian, lalu para pihak 

be irdasarkan keise ipakatan teirtulis dapat meilanjutkan usaha peinye ile isaiannya 

meilalui arbitrasei. 

C. Kerangka Konsep 

1. Penyelesaian Litigasi  

Pro ise is pe inye ile isaian se ingke ita yang di laksanakan meilalui 

pe ingadilan atau yang se iring dise ibut de ingan “litigasi” yaitu suatu 

pe inye ile isaian seingke ita dilaksanakan deingan proise is be iracara di peingadilan 
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yang mana keiwe inangannya di atur dan di putuskan oile ih hakim. Pada 

dasarnya litigasi ini dimana seimua pihak yang be irse ingke ita saling be irtatap 

muka deingan antar pihak guna meimpe irtahankan hak-haknya di hadapan 

pe ingadilan. Hasil akhir peinye ile isaian seingke ita meilalui litigasi biasanya 

adalah putusan yang me inyatakan win-loise i soilutioin.
29

 

Pro ise is litigasi me inyangkut se isuatu yang aktivitasnya te irkait 

pe ingumpulan bukti sampai peinyampaian atas infoirmasi meinge inai se ibuah 

pe irkara teirse ibut agar para hakim di pe ingadilan bisa meindapatkan 

gambaran leingkap te irdapat peirmasalahan teirkait guna meimbuat 

ke iputusan, deingan me inghasilkan ke ikuatan hukum yang me ingikat para 

pihak teirkait. 

Pro ise idur litigasi ini sifatnya le ibih foirmal deingan meinghasilkan 

ke ise ipakatan yang be irsifat meinang dan kalah,  teirse ibut ceindeirung 

meinimbulkan proibleim yang baru, lambat dalam peinye ile isaian, 

meimbutuhkan biaya yang mahal, tidak re ispoinsif dan me inimbulkan  

pe irmusuhan diantara pihak yang be irse ingke ita. Koindisi ini meinye ibabkan 

masyarakat meincari alteirnatif lain yaitu pe inye ile isaian se ingke ita di luar 

proise is pe iradilan foirmal.
30

Akan te itapi pada keinyataannya masih banyak 

para pihak gagal dalam meilakukan alteirnatif peinye ileisaian se ingke ita diluar 

ke indali peiradilan foirmal, dan pada akhirnya te itap akan keimbali keipada 

pe iradilan foirmal.   
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Be irikut tahapan proiseis litigasi antara lain :  

a. Pe indaftaran Peirkara 

Pe indaftaran untuk peirkara peirdata peinggugat me ilalui kuasa 

hukum atau meindaftarkan se indiri kei PTSP pe ingadilan de ingan 

meingajukan se isuatu gugatan yang dile ingkapi surat pe irmoihoinandan 

surat kuasa yang dile igalisasi (bagi yang me imakai jasa peingacara). 

Se iteilah meindaftar peinggugat tinggal me inunggu adanya pe irseitujuan 

oileih ke itua peingadilan.  

b. Me imbayar Biaya Pe irkara  

Biaya untuk pe irkara peirdata dibeibankan oileih peinggugat itu 

se indiri. Peimbayaran biaya pe irkara hanya dilakukan jika gugatan teilah 

dise itujui oile ih keitua peingadilan deingan meine irima bukti peineirimaan 

pe imbayaran.  

c. Me inunggu Adanya Surat Panggilan Sidang  

Pe irkara peirdata biasanya surat panggilan sidang akan 

dikeiluarkan oileih pihak peingadilan. Deingan be igitu para pihak bisa 

meingikuti adanya proise is sidang se isuai deingan ke ite intuannya. 

d. Me idiasi  

Dalam proise is teirkait beibe irapa peirkara peirdata, seibe ilum 

diadakannya sidang akan dilakukan yang namanya upaya noin litigasi 

teirmasuk meidiasi teirleibih dahulu. De ingan beigitu para pihak dibeiri 

ke ise impatan untuk beirfikir agar meincapai adanya pe irdamaian para 

pihak.   
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e. Sidang Putusan 

Se iteilah meilalui rangkaian proise is pe irsidangan yang panjang, 

pada peinye ile isaian seingke ita litigasi biasanya be irakhir deingan putusan 

sidang dan akan dibeiritakan hasil putusan teirbaik yang sudah 

dise ipakati  oile ih hakim deingan be irbagai pe irtimbangan yang ada untuk 

meinye ile isaikan adanya pe irkara. Pe irtimbangan se ipe irti keite irangan 

pe inggugat dan teirgugat, saksi, kuasa hukum (jika ada), saksi ahli (jika 

dipeirlukan), dan dasar hukum seirta peirundang-undangan yang be irlaku 

di Indoine isia. Jika peinggugat dan teirgugat keibe iratan atas putusan yang 

ada, keidua be ilah pihak bisa meingajukan banding ke itingkat yang le ibih 

tinggi. 

2. Penyelesaian Non Litigasi 

Pada dasarnya pe inye ile isaian se ingke ita me ilalui noin litigasi, biasa 

dikeinal deingan pe inye ile isaian seingke ita alteirnatif yang dalam pandangan 

Undang-Undang Noimoir 30 Tahun 1999 teintang Arbitrase i dan Alte irnatif 

Pe inye ile isaian Seingke ita, disitu dijeilaskan bahwa suatu pranata peinye ile isaian 

se ingke ita di luar peingadilan beirdasarkan keise ipakatan para pihak deingan 

meinge isampingkan pe inye ile isaian seingke ita seicara litigasi.
31

Akan te itapi 

se ibe ilum meilaksanakan peinye ile isaian seingke ita meilalui noin litigasi, meidiasi 

suatu proise is dimana diwajibkan harus dilakukan teirleibih dahulu. Maka 

jika tidak dilakukannya pro ise is meidiasi akan meingakibatkan putusan batal 

de imi hukum, dikareinakan meilanggar ke ite intuan pasal 130 HIR/514 Rgb 
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Alte irnatif dalam peinye ile isaian seingke ita pe irlu dikeimbangkan guna 

meingatasi adanya pe inumpukan peirkara di peingadilan dan Mahkamah 

Agung de ingan be igitu akan meimakan waktu yang cukup lama. Seicara 

foirmal Undang-Undang Noimoir 30 Tahun 1999 teintang Arbitrase i dan 

Alte irnatif Peinye ile isaian Seingke ita, suatu hal yang cukup meimbahagiakan 

bagi masyarakat luas, seibab jauh se ibe ilum Alteirnatif Peinye ile isaian 

Se ingke ita dike inal Indoine isia, yakni pe inye ile isaian seingke ita me ilalui 

ne igoisiasi dan meidiasi sudah meimboimming di beirbagai suku bangsa 

Indoine isia, kareina meimang meimpunyai budaya pe inye ile isaian seingke ita 

se icara damai seicara musyawarah mufakat. Seicara nasioinal asas 

musyawarah mufakat ini teirgoiloing dalam sila kei 4 Pancasila yaitu 

ke irakyatan yang dipimpin oileih hikmat keibijaksanaan dalam 

pe irmusyawaratan peirwakilan.
32

 

Alte irnatif dalam peinye ile isaian seingke ita noin litigasi ada 4 macam 

diantaranya :  

a. Arbitrase i 

Be irdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No imoir 30 Tahun 

1999 teintang Arbitrase i dan Alteirnatif Peinye ile isaian Seingke ita, bahwa 

arbitrasei suatu cara peinye ile isaian seingke ita peirdata di luar peingadilan 

umum yang di dasarkan peirjanjian arbitrase i yang dibuat seicara teirtulis 

oileih para pihak yang be irse ingke ita.
33

 Biasanya cara inilah untuk 
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meingantisipasi adanya pe irse ilisihan yang te irjadi antar pihak dan juga 

tidak bisa diseileisaikan dijalur neigoisiasi maupun meilalui pihak keitiga, 

guna me injauhkan peinye ile isaian seingke ita meilalui Badan Pe iradilan 

dimana bisa dikatakan butuh waktu yang cukup lama.Teirse ibut didasari 

oileih pe irjanjian arbitrasei dimana dbuat seicara teirtulis oile ih pihak yang 

be irse ingke ita. Seingke ita yang dapat dise ileisaikan meilalui arbitrasei 

biasanya dalam bidang peirdagangan dan meinge inai hak yang dikuasai 

se ipe inuhnya oileih pihak yang be irse ingke ita se ipe irti dalam Pasal 66 Huruf 

b Undang-Undang Arbitrase i Dan Alte irnatif Pe inye ile isaian Seingke ita. 

b. Ne igoisiasi  

Ne igoisiasi me irupakan proise is dimana koimunikasi dua arah yang 

disusun guna me incapai keise ipakatan pada saat keidua beilah pihak 

meimiliki beirbagai ke ipeintingan yang sama ataupun beirbeida. Proise is 

ne igoisiasi biasanya be irkoimunikasi deingan meinge ide ipankan cara tawar 

meinawar guna meincapai keise ipakatan be irsama guna meindapatkan 

jalan keiluar dari peirmasalahan teirse ibut yang se idang dihadapi keidua 

be ilah pihak tanpa adanya koinsultan untuk me ineingahi. Ne igoisiasi akan 

lmeinghasilkan ke ise ipakatan dimana diharuskan dalam beintuk teirtulis 

yang dise itujui oile ih keidua beilah pihak yang be irse ingke ita.  

c. Me idiasi 

Se iiring be irkeimbangnya zaman, peinye ile isaian ini yang se iring 

digunakan oileih masyarakat indoineisia, kareina meimang didalamnya 

meinganut siste im musyawarah mufakat atau keike iluargaan guna 
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meincapai keise ipakatan antar pihak deingan jalur peirdamaian. Deingan 

be igitu dalam proise isnya ada pihak keitiga yang dinamakan meidiatoir, 

teirse ibut untuk meindamaikan para pihak yang be irse ingke ita yang 

be irsifatkan neitral se irta tidak ada keiwe inangan bagi me idiatoir dalam 

meimbuat keiputusan atas para pihak. Peingadilan meinunjang adanya 

fasilitatoir guna te irlaksananya proise is me idiasi yang mana didalamnya 

be irisikan peirkataan pihak deingan stuasi ke iteirbukaan, keijujuran, dan 

tukar peindapat untuk teircapainya ke imufakatan. 

d. Koinsiliasi  

Be irdasarkan kata Coinsillitioin dalam bahasa inggris yaitu 

pe irdamaian, yang mana pe inye ile isaian se ingke ita me ilalui peirundingan 

de ingan me ilibatkan pihak keitiga yang ne itral yaitu koinsiliatoir, guna 

meimbantu para pihak yang be irtikai dalam meine imukan beintuk 

pe inye ile isaian yang dise ipakati para pihak. Biasanya hasil dari koinsiliasi 

yaitu deingan dibuat seicara teirtulis dan di tandatangani seicara beirsama 

oileih para pihak yang be irse ingke ita. Ke imudian didaftarkan kei 

pe ingadilan neige iri. 

e. Pe inilaian Ahli 

Cara peinye ile isaian seingke ita noin litigasi ini meirupakan deingan 

cara peinilaian ahli, dimana para pihak yang be irse ingke ita meiminta 

pe indapat atau soilusi keipada koinsultan hukum. 
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3. Perkara  

Pe irkara dapat dikatakan seibagai suatu peirso ialan dimana 

dipeirlukannya pe inye ile isaian. Seicara teioiri, pe irkara teirdapat 2 macam yaitu : 

a. Pe irkara yang me ingandung pe irse ilisihan atau seingke ita yang te irdapat 

hak atau keipe intingan dimana dituntut oile ih pihak yang satu te irhadap 

pihak yang lain, yang mana dise ibut deingan Teirgugat dan Pe inggugat.  

b. Pe irkara yang tidak me ingandung se ingke ita di dalamnya. Se ipe irti salah 

satu peimoihoin meiminta keipada hakim untuk meineitapkan keipeintingan 

yang tidak meingandung ke ise ingke itaan. 

Suatu proses persidangan merupakan salah satu aspek hukum 

formil yang tentu dilakukan oleh Majelis Hakim sebelum memberikan 

putusan dalam perkara, sebelum itu biasanya terlebih dahulu melalui 

proses dan tahapan pemeriksaan di persidangan. Di tahapan ini, para pihak 

penggugat ataupun tergugat memiliki hak yang sama untuk mengajukan 

fakta di persidangan dan mengemukakan argumentasinya. Adapun secara 

garis besar alur penanganan perkara perdata tingkatan pertama :  

a. Pemanggilan para pihak 

Berisikan surat panggilana untuk hadir didepan persidangan 

pada waktu yang telah ditentukan oleh beriat acara panggilan, seperti 

yang tertuang dalam Pasal 121 ayat 1 HIR dan Pasal 1 Rv, surat 

panggilan berisikan : nama yang dipanggil, hari dan jam serta tempat 

sidang, membawa saksi jika diperlukan, membawa segala surat yang 

hendak digunakan, penegasan, dapat menjawab gugatan dengan surat. 
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Selain itu jurusita juga menyampaikan salinan surat gugatan kepada 

tergugat.   

b. Pemeriksaan para pihak 

Para pihak yang sudah mendapatkan relass panggilan sidang, 

hadir di persidangan. Selanjutnya majelis hakim memeriksa surat 

kuasa khusus para pihak. Dalam praktiknya surat kuasa khusus terlebih 

dahulu didaftarkan ke panitera Pengadilan Negeri, untuk kemudian 

diserahkan kepada majelis hakim di persidangan. Jika majelis hakim 

sudah menyatakan para pihak telah memenuhi syarat, maka majelis 

hakim akan melanjutkan proses persidangan ke tahap mediasi.   

c. Mediasi 

Adapun pengintegrasian mediasi ke dalam sistem peradilan 

dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tersebut 

melalui : keterlibatan mediator secara aktif membantu para pihak 

untuk menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan dan adanya 

kewajiban pada setiap perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat 

pertama untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan 

bantuan mediator. 

Dengan demikian, penyelesaian melalui litigasi tidak boleh 

dilakukan di pengadilan sebelum adanya pernyataan tertulis dari 

mediator yang menyatakan proses mediasi gagal mencapai 

kesepakatan perdamaian.      
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d. Pembacaan gugatan 

Gugatan dibacakan oleh penggugat sendiri atau salah satu 

majelis hakim, dan sebelum diberikan kesempatan oleh majelis hakim 

kepada tergugat memberikan tanggapan, pihak penggugat mempunyai 

hak untuk mengubah, mencabut atau mempertahakan isi surat gugatan.  

e. Jawaban 

f. Replik  

Respon penggugat atas jawaban yang diajukan oleh tergugat, 

replik ini dapat berisikan kebenaran terhadap jawaban tergugat atau 

boleh juga menambah keterangannya dengan tujuan untuk 

memperjelas dalil yang diajukan penggugat dalam gugatannya 

g. Duplik  

Jawaban tergugat atas replik yang diajukan oleh penggugat, 

duplik diajukan untuk meneguhkan jawabannya yang lazim berisi 

penolakan terhadap gugatan replik penggugat. Pasal 142 Rv 

memberikan hak kepada tergugat untuk menyampaikan jawaban atas 

replik penggugat. 

h. Tahap pembuktian 

Pembuktian untuk mencari dan mewujudkan kebenaran formil. 

Pembuktian dapat berupa tertulis seperti dokumen, surat-surat dan 

sebagainya, dan dapat juga menghadirkan saksi. 
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i. Kesimpulan 

Pengajuan kesimpulan oleh para pihak setelah selesai acara 

pembuktian tidak diatur dalam HIR maupun Rbg, akan tetapi 

mengajukan kesimpulan ini timbul dalam praktek persidangan. Dengan 

begitu pengajuan kesimpulan merupakan hak para pihak.     

j. Putusan 

Putusan yang dijatuhkan agar tidak cacat, maka putusan harus 

memenuhi unsur sebagai berikut :  

1) Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. 

2) Wajib mengadili seluruh bagian gugatan. 

3) Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan  

4) Diucapkan di muka umum.  

Unsur-unsur yang harus dicantumkan dalam putusan adalah :  

1) Memuat secara ringkas dan jelas pokok perkara, jawaban, 

pertimangan dan amar putusan. 

2) Mencantumkan biaya perkara.  

4. Mediasi 

Mediasi merupakan cara penyelesaian perkara diluar pengadilan 

melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak 

dengan bantuan pihak mediator. Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 

2016 Pasal 1 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menegaskan bahwa 

pengertian mediasi yaitu “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa 
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melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak 

dengan dibantu oleh mediator”
34

.    

Tahap-tahap peilaksanaan proise is me idiasi yang dilakukan oileih 

Pe ingadilan Ne ige iri Proiboilinggoi, dimana te ilah diatur dalam PEiRMA Noi 1 

Tahun 2016  yaitu :   

a. Tahap Pra Mediasi 

1) Teipat seiwaktu sidang yang sudah dijadwalkan oileih para pihak, 

dimana hakim meiwajibkan para pihak guna meilaksanakan meidiasi 

teirle ibih dahulu. Jika keidatangan teirgugat tidak meinggagalkan 

pe ilaksanaan meidiasi maka, hakim meilalui langsung ke ipada para 

pihak atau kuasa hukum. Hakim diwajibkan meime iriksa seirta 

meinje ilaskan adanya proise idur me idiasi dalam PE iRMA Noi 1 Tahun 

2016 ke ipada para pihak yang be irse ingke ita. 

2) Kuasa hukum wajib meingako imoidasi para pihak guna 

meilaksanakan adanya hak dan keiwajiban dalam proise is meidiasi 

se irta beirke iwajiban meindoiroing para pihak itu se indiri guna be irlaku 

aktif dalam proise is meidiasi.  

3) Para pihak beirhak meimilih meidiatoir yang te ircatat di Peingadilan 

Ne ige iri Proiboilinggo i de ingan jangka waktu paling lama 2 hari. 

Hakim wajib meinunda proiseis pe irsidangan pe irkara untuk 

meimbe irikan keise impatan keipada para pihak guna meilaksanakan 

meidiasi. 
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4) Me idiatoir meinjadwalkan tanggal dan hari peirte imuan meidiasi, 

se isudah pe ineitapan turun deingan dise irtakan pe inunjukan meidiatoir. 

5) Dalam waktu  paling lama 5 (lima) hari te irhitung se ijak peine itapan, 

para pihak dapat meinye irahkan reisume i pe irkara keipada pihak lain 

dan meidiatoir. 
35

 

b. Tahap Proses Mediasi  

Suatu meidiasi sudah jeilas bahwa tahapan proise is meidiasi 

sinkroin de ingan Pe iraturan Mahkamah Agung Noimoir 1 Tahun 2016 

bagian bab V pasal 24 teintang peinye irahan reisume i pe irkara dan jangka 

waktu proise is meidiasi se ibagai beirikut :  

1) Pro ise is me idiasi paling lama 30 hari teirhitung se ijak peine itapan dan 

bisa dipeirpanjang hingga 30 hari lagi.   

2) Me idiatoir wajib meine intukan adanya jadwal peirte imuan guna 

pe inye ile isaian proise is meidiasi. 

3) Atas izin para pihak atau kuasa hukum meidiatoir dapat 

meindatangkan seioirang ahli, toikoih masyarakat, toikoih agama atau 

toikoih adat guna meininjau dan meimpeirkuat upaya pe irdamaian 

pe irse ingke itaan. 

4) Me idiatoir harus meingge irakkan para pihak guna meine ilaah dan 

meinye ilami ke ipeintingan para pihak de ingan me incari beirbagai 

pilihan peinye ile isaian yang oiptimal. 

5) Apabila dipeirlukan adanya kaukus maka, dapat dilakukan. 
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c. Proses Akhir Mediasi 

1) Masa waktu proise is me idiasi didalam pe ingadilan, mufakat atau 

tidak mufakat yaitu 22 hari, seidangkan meidiasi diluar peingadilan 

masa waktu 30 hari.  

2) Me idiasi meincapai keise ipakatan beirhasil maka meidiatoir wajib 

meirumuskan ke ise ipakatan teirtulis meinge inai ke ise ipakatan 

pe irdamaian deingan ditandatangani para pihak dan meidiatoir. Dalam 

ke ise ipakatannya me imuat peincabutan gugatan. De ingan dikuatkan 

de ingan akta peirdamaian. 

3) Se iteilah meineirima keise ipakatan peirdamaian hakim meipeilajari seirta 

meine iliti dalam waktu paling lama 2 (dua) hari. Deingan diminta 

dikuatkan dalam akta peirdamaian, hakim peime iriksa wajib 

meinge imbalikan keise ipakatan peirdamaian ke ipada meidiatoir diseirtai 

pe itunjuk peirbaikan. Seiteilah meingadakan peirte imuan para pihak, 

meidiatoir meingajukan ke imbali keiseipakatan peirdamaian yang te ilah 

dipeirbaiki deingan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) teirhitung 

se ijak tanggal peine irimaan peitunjuk peirbaikan. Hakim meine irbitkan 

pe ineitapan hari sidang untuk dibacakannya akta peirdamaian, 

de ingan infoirmasi teirbuka dimuka peingadilan.  

4) Me idiasi gagal dilaksanakan dimana meidiatoir wajib me inyampaikan 

meidiasi gagal me incapai keise ipakatan dan peimbe iritahuan seicara 

teirtulis keipada hakim. Hakim juga seige ira meineirbitkan peineitapan 
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untuk meilanjutkan peimeiriksaan peirkara se isuai keiteintuan hukum 

acara yang be irlaku. 

5. Pengadilan 

Pengadilan merupakan suatu instansi resmi yang melaksanakan 

sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara. 

Bentuk sistem peradilan yang dilakukan di pengadilan merupakan bentuk 

forum publik resmi yang dilakukan atas dasar hukum acara yang berlaku 

di Indonesia. 

Tujuannya adalah menyelesaikan perselisihan serta mencari 

keadilan dalam perkara sipil, administratif, buruh dan juga kriminal. 

Masing-masing orang nantinya memiliki hak yang sama untuk meminta 

perlindungan dan pengadilan baik untuk pihak yang dituduh atau yang 

melakukan kejahatan. 

a. Lembaga Pengadilan di Indonesia 

Badan pengadilan tertinggi di Indonesia merupakan Mahkamah 

Agung. Sementara badan pengadilan terrendah ada dibawah 

Mahkamah Agung yakni :  

1) Badan Peradilan Umum : Pengadilan Tinggi dan Pengadilan 

Negeri. 

2) Badan Peradilan Agama : Pengadilan Tinggi Agama dan 

Pengadilan Agama. 

3) Badan Peradilan Militer : Pengadilan Militer Utama, Pengadilan 

Militer Tinggi, Pengadilan Militer. 
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4) Badan Peradilan Tata Usaha Negara : Pengadilan Tinggi Tata 

Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara. 

b. Pengadilan Negeri 

Peradilan umum merupakan lingkungan peradilan yang ada di 

bawah Mahkamah Agung dan menjalankan kekuasaan kehakiman 

untuk rakyat pencari keadilan umumnya. Peradilan umum ini meliputi  

a. Pengadilan tinggi yang memiliki kedudukan di ibukota provinsi 

dengan daerah hukum meliputi wilayah dari provinsi tersebut. 

b. Pengadilan Negeri yang memiliki kedudukan di kabupaten atau 

kota dengan daerah hukum yang meliputi wilayah kabupaten atau 

kota. 

c. Istilah yang Muncul Pada Pengadilan 

Pada proses persidangan hukum terutama ketika proses 

persidangan, maka akan ada banyak istilah yang sering muncul 

didalam persidangan, berikut istilah yang sering muncul dalam 

persidangan :  

1) Banding  

Banding merupapkan suatu proses upaya hukum menentang 

atau tidak puas dari hasil putusan pengadilan negeri. Banding dapat 

diminta dari salah satu kedua belah pihak yang bersangkutan. 

Banding memiliki tenggang waktu selama 14 hari semenjak 

pengumuman putusan pengadilan negeri. 
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2) Kasasi  

Kasasi artinya memecahkan atau membatalkan keputusan 

pengadilan dari tingkat peradilan terakhir saat satu pihak merasa 

ada hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali putusan 

dalam perkara pidana yang mengandung kebebasan terdakwa dari 

segala tuduhan.  

3) Peninjauan kembali 

Peninjauan kembali diajukan terhadap putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

4) Mediasi  

Mediasi biasa dilakukann dalam sidang perdata yang perlu 

sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi biasa di lakukan 

oleh para pihak dengan bantuan mediator yang bertujuan untuk 

mencapai kesepakatan kedua belah pihak yang saling 

menguntungkan. Karena mediator disini hanya fasilitator yang 

membantu para pihak dalam mengklarifikasi kebutuhan dan 

keinginan para pihak yang belum terpenuhi.  

5) Voting 

Voting yaitu suatu prosesi pengambilan keputusan 

berdasarkan suara terbanyak setelah jalan musyawarah mengalami 

kebuntuan di dalam persidangan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Pe ine ilitian meinge inai Pe inye ile isaian peirkara meilalui proise is me idiasi di 

Pe ingadilan Ne ige iri Proiboilinggo ime irupakan jeinis pe ine ilitian yuridis e impiris  

de ingan pe indeikatan Undang-Undang dan Teioiri. Penelitian yuridis empiris 

merupakan penelitian hukum mengenai implementasi ketentuan hukum secara 

langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. 

Be irdasarkan studi lapangan deingan me inge ide ipankan fakta dilapangan yaitu 

pe inye ile isaian peirkara meilalui proise is me idiasi di Peingadilan Ne ige iri 

Proiboilinggoi. Pe ine ilitian lapangan be irniat guna me impeilajari seicara inteins latar 

be ilakang keijadian yang se ikarang, dan inteiraksi lingkungan suatu individu, 

unit soisial, keiloimpoik leimbaga atau masyarakat.
36

 Bahan hukum yang didapat 

de ingan proise is peinge inalan o ileih narasumbe ir seisuai pandangan,  wawancara, 

dan doikumeintasi guna peimbeiritahuan be irbagai bahan hukum pada 

pe ingamatan yang te irarah. Dalam poiinnya adalah peimbeiritahuan yang 

dipeiroile ih dapat direipreise intasikan dan me impunyai pe imulihan bahan hukum 

yang akurat teirgantung pada narasumbeir yang sudah dipe irlukan. Pe ine ilitian 

yuridis e impiris ini dipakai guna meinceirmati hasil dari tingkah laku manusia 

yang mana beirbe intuk beirkas atau fisik. De ingan be irbagai fakta eimpiris yang 
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dihasilkan dari tingkah laku nyata maupun wawancara deingan dilaksanakan 

meile iwati peingawasan langsung.
37

  Yaitu di Pe ingadilan Ne ige iri Proiboilinggoi. 

B. Lokasi Penelitian  

Adapun yang me injadi loikasi pe ineilitian adalah di Dae irah Peingadilan 

Ne ige iri Proiboilinggo i yang be iralamat di Jl. Dr. Mo ihammad Saleih, Noi 26, 

Sukabumi, Ke ic. Mayangan, Ko ita Pro iboilinggo i. Pe ine intuan loikasi pe ine ilitian 

pe inting untuk di te itapkannya guna me incari bahan hukum yang di pe irlukan. 

Pe irtimbangan teirkait ge ioigrafis se irta sisi waktu, biaya, dan te inaga juga pe irlu di 

pe irtimbangkan. Adapun juga alasan di pilihnya lo ikasi ini kareina meimang 

meinurut peine iliti seiteilah beirpeingalaman meilaksanakan Praktik Ke irja 

Lapangan teirnyata penyelesaian perkara melalui jalur mediasi sebenarnya 

tidak banyak terselesaikan oleh pihak Pengadilan Negeri Probolinggo, 

dikarenakan beberapa macam-macam kendala, sehingga berdampak dengan 

menumpuknya perkara. Maka, sangat me inarik untuk dipilih de ingan adanya 

kasus pe irse ilisihan teirkait peirdata. Maka dari itu pe inulis beirkeiinginan untuk 

meine iliti leibih meindalam bagaimana pe inye ile isaian peirkara meilalui proise is 

meidiasi di Peingadilan Ne ige iri Pro iboilinggo.. 

Lo ikasi pe ine ilitian meirupakan oibjeik pe ine ilitian dimana keigiatan teirse ibut 

dilakukan atau juga bisa diseibut de ingan teimpat dimana peine iliti meimpeiroile ih 

infoirmasi teirkait bahan hukum yang me imang dipeirlukan. Peine intuan loikasi 

teirse ibut dimaksudkan untuk meimpe irmudah dan meimpeirjeilas loikasi yang 

meinjadi targe it utama dalam peine ilitian. Harus didasarkan pe irtimbangan 
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ke iunikan, meinarik, dan keise isuaian deingan toipik yang digunakan untuk bahan 

pe imbahasan. Deingan de imikian peimilihan loikasi ini, peine iliti diharapkan 

meine imukan hal yang be irmakna dan baru.
38

  

C. Subyek Penelitian 

Subye ik pe ine ilitian yaitu pihak-pihak yang dijadikan seibagai sampeil 

dalam seibuah peine ilitian. Subye ik pe ine ilitian juga me imbahas karakteiristik 

subye ik yang digunakan dalam peine ilitian, teirmasuk pe injeilasan yang me inge inai 

poipulasi, sampeil dan teiknik sampling yang digunakan. Me inge inai subye ik kuat 

teirkait peineilitian ini yaitu hakim meidiatoir se ilaku peimimpin jalannya proise is 

meidiasi dalam peinye ile isaian peirkaradi Pe ingadilan Ne ige iri Proiboilinggoi dan 

pe igawai teirkait yaitu :  

 1. Bapak Roiny Danie il R, S.H.,M.H. 

 2. Bapak Rifin Nurhakim Saheitapi, S.H. 

 3. Bapak Boiy Je ifri Paulus Se imbiring, S.H. 

 4. Beberapa aparatur yang ada di Pe ingadilan Ne ige iri Proiboilinggoi. 

D. Sumber Bahan Hukum 

Me itoidei pe ingumpulan bahan hukum bisa diistilahkan deingan langkah 

pe inting yang mana dalam meilakukan proise is pe ine ilitian, kareina tujuan bahan 

hukum yang te irkumpul akan dijadikan bahan ilmu peinge itahuan, dalam 

pe ineilitian hukum eimpiris atau peine ilitian hukum soisioiloigis yaitu pe ine ilitian 

hukum yang me impe iroileih bahan hukum dari sumbeir bahan hukum prime ir dan 

se ikunde ir. Pe ineilitian hukum eimpiris ini yang me injadi foikus kajiannya adalah 
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be ikeirjanya hukum dalam masyarakat. Bahan hukum yang digunakan dalam 

pe ineilitian teirdapat 2 jeinis yaitu : 

1. Bahan Hukum Prime ir  

Bahan Hukum prime ir adalah bahan hukum yang dipe iroile ih se icara 

langsung dari lapangan be irdasarkan pada narasumbeir dan reispoinde in. 

Pe ingumpulan bahan hukum yang dilaksanakan oileih pe ineiliti deingan cara 

wawancara.  Peine intuan reispoinde in diambil seicara purpo isivei sampling, 

purpoisive i sampling meirupakan teikhnik peingambilan sampeil dimana 

pe ineiliti meingandalkan peinilaiannya se indiri.   

2. Bahan Hukum Se ikunde ir   

Bahan Hukum se ikunde ir me irupakan suatu infoirmasi yang te ilah ada 

se ibe ilumnya dan de ingan se ingaja untuk dipeiroile ih yang be irtujuan untuk 

meile ingkapi keibutuhan, dan deingan me impe ilajari bahan hukum peineilitian. 

Bahan hukum teirse ibut dipeiroile ih dari buku-buku ke ipustakaan, Peiraturan 

Pe irundang-Undangan, jurnal se irta artikeil, dan doikumein lainnya. Maka, 

pe ineiliti meincari buku yang te irkait bahan hukum peine iliti. 

Bahan hukum seikunde ir dapat dikeiloimpoikkan meinjadi 4 jeinis bahan 

hukum yaitu :  

a. Bahan hukum prime ir yaitu bahan hukum yang be irkaitan e irat deingan 

pe irmasalahan yang dite iliti, yaitu :  

1) Pe iraturan Mahkamah Agung No imoir 1 Tahun 2016 te intang 

pro ise idur meidiasi di peingadilan. 
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2) Undang-Undang Re ipublik Indoine isia Noimoir 30 Tahun 1999 

Teintang Arbitrase i Dan Alte irnatif Peinye ile isaian Seingke ita. 

3) Undang-Undang Noimoir 49 Tahun 2009 Teintang Pe irubahan Atas 

Undang-Undang Noimoir 2 Tahun 1986 Teintang Pe iradilan Umum.   

4) Undang-undang Noimoir 48 Tahun 2009 Teintang Ke ikuasaan 

Ke ihakiman. 

5) Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pe irdata. 

b. Bahan hukum se ikunde ir yaitu me imbeirikan peinjeilasan meinge inai 

hukum primeir teirse ibut yaitu : 

1) Buku yang te irkait judul dan peimbahasan yang akan diringkas 

dalam peinulisan skripsi ini. 

2) Hasil rise it, artikeil ilmiah yang te irkait peimbahasan skripsi ini.  

3) Bahan hukum seikunde ir ini juga dapat wawancara deingan 

narasumbeir se ibagai poiin pe indukung untuk meine irangkan bahan 

hukum primeir. 

c. Bahan hukum te irsie ir yaitu se isuatu bahan hukum yang 

meimnyampaikan peinjeilasan teirkait bahan hukum primeir dan bahan 

hukum se ikundeir yaitu :   

1) Kamus Hukum.  

2) Kamus Be isar Bahasa Indoine isia. 

3) E insikloipe idia, inteirneit, koiran, dll teirkait bahan hukum primeir dan 

se ikunde ir. 
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E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teiknik pe ingumpulan bahan hukum meirupakan seibagian dari se isuatu 

yang pe inting dalam pe ineilitian ini, kareina teiknik ini adalah meitoidei guna 

meimpe iroilah fakta-fakta. 

1. Wawancara/Inte irvie iw 

Salah satu moitif koimunikasi yang de ingan proise is tanya jawab lisan, 

jadi seimacam peircakapan atau dialoig yang mana me impunyai tujuan unruk 

meimpe iroileih infoirmasi. Dalam teiknik wawancara meinggunakan se imi 

teirstuktur se ihingga wawancara teirkeisan tidak keitat tapi tidak meileinceing 

dari poiin peimbicaraan, dan tidak meile inceing dari panduan wawancara. 

Teiknik ini digunakan untuk me impeiroileih infoirmasi langsung dari hakim 

meidiatoir yang me imang me imimpin jalannya proise is me idiasi dalam 

pe irmasalahan peirkara peirdata di Peingadilan Neige iri Proiboilinggoi, se irta 

pihak-pihak yang te irkait. Deingan adanya wawancara, peine iliti akan 

meinge itahui hal-hal yang le ibih meindalam teirkait feinoimeina yang te irjadi. 

2. Doikume intasi  

Teiknik doikume intasi yang didapatkan de ingan me ingakse is bahan 

hukum teirkait variabeilbe irupa peincatatan atau meidia ceitak. Bahan hukum 

yang sudah didapatdisatukanlalu dianalisis se ibagai ke ipeirluan peine ilitian. 

Doikume intasi aktivitas yang sudah dilakukan se ilama proise is pe ine ilitian 

guna me indapatkan bahan hukum yang akan dimunculkan pada lampiran. 
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F. Analisis Bahan Hukum 

Analisis Bahan Hukum adalah proiseis yang mana meincari dan 

meinyusun se icara siste imatis bahan hukum yang dipe iroileih dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan doikumeintasi, deingan me ingoirganisasikan 

bahan hukum keidalam kateigoiri, me injabarkan keidalam unit, meilakukan 

sinteisa, me inyusun ke idalam poila, meimilih mana yang pe inting dan yang akan 

dipeilajari seilanjutnya dan meimbuat keisimpulan seihingga mudah dipahami 

oileih diri se indiri maupun oirang lain. Pe ine irapan meitoidei analisis bahan hukum 

de ingan cara meinde iksripsikan teintang Pe inye ile isaian Peirkara Me ilalui Proise is 

Me idiasi di Peingadilan Ne ige iri Proiboilinggoi. Adapun rincian langkah yang 

dilakukan adalah seibagai be irikut :  

1. Re iduksi Bahan Hukum  

Me ire iduksi Bahan Hukum be irarti meirangkum atau meireikam bahan 

hukum yang dipe iroileih de ingan me ine intukan hal poikoik saja de ingan 

meimpusatkan keipada hal yang pe inting, dige ile idah poila dan teimanya se isuai 

de ingan foirmat.  

2. Pe inyajian Bahan Hukum 

Se iteilah bahan hukum direiduksi ke imudian tahap seilanjutnya yaitu 

meindisplay bahan hukum. Display bahan hukum me impunyai pe inge irtian 

yaitu meingoilah bahan hukum yang mana masih se iteingah jadi yang sudah 

dalam beintuk tulisan dan meimiliki alur yang cukup je ilas, se ihingga 

meimudahkan dalam peinarikan keisimpulan. Dalam hal ini peinyajian bahan 

hukum bisa dilakukan deingan meilalui uraian singkat.  
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3. Ke isimpulan  

Langkah se ilanjutnya dalam proise is analisis bahan hukum adalah 

pe inarikan keisimpulan atau veirifikasi. Ke isimpulan awal yang dike imukakan 

masih beirsifat se imeintara dan akan beirubah apabila tidak teimukannya 

bukti-bukti yang kuat yang me indukung pada tahap peingumpulan bahan 

hukum be irikutnya. Ke isimpulan bahan hukum yang dapat me inanggapi 

foikus pe ineilitian yang mana paparkan seijak awal dan keisimpulan beirupa 

de iksripsi  meinge inai oibjeik yang dite iliti. 

G. Keabsahan Bahan Hukum 

Dalam meineintukan keiabsahan bahan hukum suatu pe ine ilitian 

dipeirlukan adanya te iknik peimeiriksaan. Be irtujuan untuk meimbuktikan bahwa 

apa yang te ilah diamati peine iliti seisuai deingan apa yang te ilah teirjadi 

dilapangan. Ke iabsahan bahan hukum yang digunakan dalam pe ine ilitian 

pe inye ile isaian peirkara meilalui pro ise is me idiasi di Peingadilan Ne ige iri 

Proiboilinggo i yaitu Triangulasi. 

Triangulasi meirupakan suatu peinge ice ikan bahan hukum dari be irbagai 

sumbe ir de ingan be irbagai macam cara dan be irbagai waktu.
39

 Dan Dalam 

pe ineilitian yuridis e impiris teiknik ini dimanfaatkan seibagai peinge ice ikan 

ke iabsahan bahan hukum yang pe ine iliti teimukan dari hasil wawancara peine iliti 

de ingan infoirman kunci lainnya se irta ke imudian peine iliti meinginfoirmasikan 

de ingan studi doikumeintasi yang mana be irhubungan de ingan pe ineilitian seirta 

hasil peingamatan peine iliti dilapangan seihingga ke iaslian dan keiabsahan bahan 
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hukum teirjamin.
40

 Se idangkan untuk meimve irifikasi keiabsahan bahan hukum 

yang didapatkan, peine iliti meine irapkan triangulasi sumbe ir. Triangulasi sumbeir 

dijalankan deingan langkah me incoicoikkan dan me imeiriksa bahan hukum yang 

teilah dipeiroileih meilalui beibeirapa sumbeir. 

Be irikut dipeiro ile ih deingan upaya diantaranya :  

1. Pe irbandingan ucapannarasumbe ir yang satu de ingan yang lainnya. 

2. Pe irbandingan pe iristiwa dan pandangan seise ioirang dan yang lainnya. 

3. Pe irbandingan hasil wawancara de ingan isi do ikumein te irkait. 

H. Tahap-Tahap Penelitian 

Pe ine ilitian disini meinggunakan 4 tahapan pe ine ilitian beirikut : tahapan 

pra lapangan, tahapan peine ilitian lapangan, tahapan peinye ile isaian peineilitian, 

tahap lapoiran peine ilitian, Seibeilum meilakukan peineilitian, alangkah leibih 

baiknya pe ine iliti meinge itahui tahapan yang pe irlu dilakukan, langkah-

langkahnya se ibagai be irikut : 

1. Tahapan Pra Lapangan  

a. Tahap peirsiapan yang te irdiri dari meimbeintuk rancangan peineilitian; 

b. Me inge itahui dan sudah meine intukan lapangan pe ine ilitian; 

c. Me ine itapkanfoikusan peine ilitian; 

d. Me indisusikan foikusan peine ilitian keipada doise in pe imbimbing; 

e. Me ingurus izin pe ine ilitian keipada pihak kampus guna dijadikan surat 

pe ingantar keitika diminta oile ih leimbaga yang he indak diteiliti.  

f. Me inyiapkan pe irleingkapan pe ineilitian. 

                                                             
40

 Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif), 

(Jakarta : GP Press, 2009), 230-231. 
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2. Tahapan Peineilitian Lapangan 

a. Pada tahap ini peineiliti mampu meimahami latar beilakang yang se idang 

dikeirjakan deingan me impeirsiapkan diri seibaik mungkin. 

b. Me indatangi loikasi lapangan. 

c. Me ingumpulkan bahan hukumteirkait de ingan foikus pe ine ilitian 

koinsultasi. 

d. Me incatat dan doikumeintasi teirkait bahan hukum yang dite imukan. 

e. Me inganalisa bahan hukum deingan me inggunakan proise idur pe ine ilitian 

yang te ilah diteintukan. 

3. Tahapan Peinye ileisaian Pe ineilitian 

a. Tahap akhir meimbuat keisimpulan. 

b. Me imbuat susunan bahan hukum yangdite intukan.  

c. Me incantumkan kritikan dan saran.   

4. Tahapan Lapoiran Pe ine ilitian 

a. Pe inyusunan hasil pe ine ilitian; 

b. Koinsultasi teirkait hasil peine ilitian; 

c. Pe irbaikan hasil koinsultasi; 

d. Pe ingurusan te irkait keileingkapan pe irsyaratan ujian skripsi; 

e. Ujian skripsi atau munaqoisah skripsi. 
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BAB IV 

PENYAJIAN BAHAN HUKUM DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Objek Penelitian 

1. Sejarah Pengadilan Negeri Probolinggo 

Pe ingadilan Neige iri Proiboilinggoi adalah salah satu dari 35 

pe ingadilan tingkatan peirtama dan umum be irpoisisikan di wilayah hukum 

Pe ingadilan Tinggi Surabaya. Pe ingadilan Ne ige iri be irle itak di Ke ilurahan 

Sukabumi Ke icamatan Mayangan yang me irupakan Ibukoita Koita 

Proiboilinggoi. Hal te irse ibut teilah se isuai dasar teirbe intuknya Pe ingadilan 

Ne ige iri dalam Pasal 4 Undang-Undang Noimoir 8 Tahun 2004 Teintang 

Pe iradilan Umum.  

Pe imbeintukan peingadilan yang mana dalam rangka peimeirataan 

ke ise impatan dalam meimpeiroileih ke iadilan. Peimbe intukan keiadilan 

dilakukan seicara beirtahap beirdasarkan pada urge insi prioiritas. Deingan 

adanya oito inoimi daeirah meimbawa koinse ikue insi peime ikaran wilayah, se ijak 

pascareifoirmasi tahun 1998 teilah teirbeintuk o itoinoimi baru, satu hal yang tak 

teirbayangkan di e ira oirde i baru. Tujuan pe imeikaran wilayah yaitu mampu 

meiningkatkan e ifisieinsi dan e ifeiktifitas peilayanan publik. Saat ini sudah ada 

347 Pe ingadilan Neige iri dan 30 Peingadilan Tinggi di seiluruh Indoine isia, 

ditambah deingan Pe ingadilan Khusus yaitu 33 Pe ingadilan Hubungan 

Industrial (meingadili pe irkara hubungan industrial, antara buruh, 

pe ingusaha), 4 Pe ingadilan Hak Asasi Manusia, dan 5 Peingadilan Niaga, 

se irta 5 Peingadilan Pe irikanan (meingadili kasus pe incurian hasil laut).    
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Dasar peimbe intukan Peingadilan Neige iri Proiboilinggoi  yang mana 

be irloikasikan di Ibukoita Kabupatein/Koita dan daeirah hukumnya me iliputi 

daeirah Kabupatein/Koita. (Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Noimoir 8 Tahun 

2004. Pe ingadilan Neige iri dibeintuk deingan Ke ippre is (Pasal 7 Undang-

Undang Noimoir 8 Tahun 2004).Se icara adiministratif wilayah hukum 

Koita/Kabupate in Proiboilinggo iada 29 ke icamatan antara lain :  

1. Ke icamatan Ke idoipoik    16. Ke icamatan Pajarakan  

2. Ke icamatan Kanigaran    17. Ke icamatan Paitoin  

3. Ke icamatan Kadeimangan   18. Ke icamatan Maroin 

4. Ke icamatan Woinoiasih    19. Ke icamatan Lumbang 

5. Ke icamatan Mayangan     20. Ke icamatan Le ice is 

6. Ke icamatan Woinoime irtoi    21. Ke icamatan Kuripan  

7. Ke icamatan Toingas    22. Ke icamatan Krucil 

8. Ke icamatan Tiris     23. Ke icamatan Kraksaan 

9. Ke icamatan Teigalsiwalan   24. Ke icamatan Ko itaanyar 

10. Ke icamatan Sumbeirasih    25. Ke icamatan Ge inding 

11. Ke icamatan Sumbeir    26. Ke icamatan Gading 

12. Ke icamatan Sukapura    27. Ke icamatan Bantaran 

13. Ke icamatan Pakuniran    28.Ke icamatan Dringu 

14.  Ke icamatan Banyuanyar    29. Ke icamatan Kre ijeingan  

15. Ke icamatan Beisuk  

Pe ingadilan Ne ige iri Pro iboilinggo i be irdiri se ikitar 1931, beirke idudukan di 

Koita Pro ibo ilinggo i de ingan Luas Tanah 3767 M²dan Luas Bangunan 1367 
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M² teipatnya di Jalan Dr. Moihammad Saleih, Noi. 26, Sukabumi, 

Ke ic.Mayangan, Koita Proiboilinggoi.Be irikut se ijarah Peingadilan Ne ige iri 

Proiboilinggoi te irdapat 3 jaman yaitu :  

a. Jaman Peinjajahan Beilanda 

Pada jaman ini badan peiradilan yang ada teirdapat 2 yaitu 

Landsgre icht : be irtugas khusus me ingadili peirkara peilanggaran lalu 

lintas dan dikeipalai oileih se ioirang Landsgre icht, deingan daeirah hukum 

se iluruh daeirah Koita/Kabupate in Proiboilinggoi.  Se idangkan Landraad : 

be irtugas me ingadili peirkara peirdata dan pidana yang dike ipalai seioirang 

Voioirsitteir Landraad de ingan dibantu se ioirang grifieir/panite ira 

se ikre itaris. Ke iduanya de ingan dae irah hukum yang me iliputi seiluruh 

daeirah Koita/Kabupate in Proiboilinggoi. 

b. Jaman Peindudukan Jeipang 

Pada jaman ini badan peiradilan yang ada yaitu Tjhoi Hoicin : 

badan peiradilan yang be irke ipe indudukan di Proiboilinggoi, te irse ibut 

dikeipalai oile ih Tjhoi Ho ioiuntjoi deingan dibantu seioirang grifieir / paniteira 

se ikre itaris, deingan me ingadili peirkara peilanggaran lalu lintas, deingan 

daeirah hukum yang me iliputi seiluruh daeirah Koita/Kabupate in 

Proiboilinggoi. 

c. Jaman Peime irintahan Reipublik Indoine isia 

Pada jaman ini, maka istilah Landraad maupun Tjhoi Hoicin 

diganti de ingan istilah Pe ingadilan Neige iri / E ikoinoimi Proiboilinggoi dan 

saat ini meinjadi Peingadilan Ne ige iri Proiboilinggoi de ingan dike ituai oileih 
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ke itua Peingadilan Ne ige iri Proiboilinggoi, de ingan me ingadili se imua 

pe irkara peirdata, pidana, dan peilanggaran lalu lintas, deingan dae irah 

hukum yang me iliputi seiluruh daeirah Ko ita/Kabupate in Proiboilinggoi. 

Se iiring se ijalannya waktu,sampai dieira ini teilah teirjadi beibe irapa 

kali peirgantian pucuk ke ipeimimpinan dari tahun 1931 hingga saat ini 

dilingkungan Pe ingadilan Ne ige iri Proiboilinggoi, be irikut pe ineiliti 

meingambil se idikit peirgantian keipe imimpinan dari 2014 hingga saat ini 

antara lain :   

1) Fahzal He indri, SH. MH  (2014-2016) 

2) Rusdiyantoi Loile ih, SH. MH  (2016-2017) 

3) Danardoinoi, SH   (2017-2018) 

4) Budiartoi, SH    (2018-2019) 

5) Darwantoi, SH. MH   (2019-2021) 

6) Dr. Boie idi Haryanthoi, SH. MH (2021-2022) 

7) Yusti Cinianus Radjah, SH (2022-Saat ini).
41

  

2. VISI DAN MISI Pengadilan Negeri Probolinggo 

Pe ingadilan Neige iri Proiboilinggoi tidak luput dari adanya Visi dan 

Misi Mahkamah Agung Re ipublik Indoine isia se ibagai puncak keikuasaan 

ke ihakiman, maka Peingadilan Ne ige iri Proiboilinggoi me imiliki : 

a. VISI Pe ingadilan Neige iri Proiboilinggoi 

1) Teirwujudnya Pe ingadilan Neige iri Proiboilinggoi yang agung. 
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 Pengadilan Negeri Probolinggo, “Sejarah PN Probolinggo.” 29 April 2018.  
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b. MISI Pe ingadilan Neige iri Proiboilinggoi 

1) Me injaga ke imandirian Badan Peiradilan  

2) Me imbeirikan peilayanan hukum yang be irke iadilan keipala peincari 

ke iadilan  

3) Me iningkatkan kualitas keipeimimpinan badan Pe iradilan 

4) Me iningkatkan kreidibilitas dan transparansi Badan Pe iradilan  

 

Gambar 4.1.  

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Probolinggo 

 

3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Probolinggo 

Se isuai deingan Pe iraturan Mahkamah Agung Noimoir 4 Tahun 2022 

Teintang Oirganisasi dan Tata Ke irja Ke ipanite iraan dan Ke ise iktariatan 

Pe iradilan :  

a. Ketua Pengadilan (Yusti Cinianus Radjah, S.H) 

Me inye ile inggarakan pe iradilan yang baik dan meinjaga 

teirpe iliharanya citra dan wibawa Pe ingadilan Ne ige iri, me ilakukan 
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pe ingawasan inteirn dan eixteirn se icara rutin, dan meimbe irikan arahan 

se irta eidukasi yang dibutuhkan baik bagi para Hakim maupun seiluruh 

pe igawai.  

b. Wakil Ketua (Mayasari Oktavia, S.H.,M.H) 

Meimbantu Keitua dalam meimbuat proigram keirja jangka peindeik 

dan jangka panjang, peilaksanaannya seirta peiroirganisasiannya 

meiwakili Keitua apabila beirhalangan meilaksanakan deileigasi 

weiweinang dari Keitua. 

c. Hakim  

Hakim Pe ingadilan meirupakano irang be isar yang me inge imban 

tugas Ke ikuasaan Ke ihakiman. Tugas utama hakim adalah meineirima, 

meime iriksa dan meingadili se irta meinye ile isaikan seimua pe irkara yang 

diajukan keipadanya dalam peirkara peirdata maupun pidana, hakim 

wajib meimbantu meincari keiadilan para masyarakat. 

d. Panitera (Bambang Sutejo, S.H.,M.H) 

Paniteira adalah unsur peimbantu pimpinan Pe ingadilan Neige iri 

yang be irada dibawah dan beirtanggung jawab langsung ke ipada Ke itua 

Pe ingadilan Neige iri, danmeimbe irikan peilayanan administrasi peiradilan 

lainnya, ke ipada se imua unsur dilingkungan Pe ingadilan Ne ige iri 

be irdasarkan Peiraturan Peirundang-Undangan yang be irlaku. 

e. Panitera Muda 

Me imbantu pimpinan Peingadilan dalam meimuat proigram ke irja 

jangka pe indeik atau panjang pe ilaksanaanya se irta pe iroirganisasiannya, 
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meimbantu paniteira dalam meinye ile inggarakan administrasi peirkara dan 

pe ingoilahan atau peinyusunan lapoiran seisuai deingan bidangnya masing-

masing. Di Pe ingadilan Ne ige iri Proiboilinggoi te irdapat 3 macam Paniteira 

muda yaitu : Panite ira muda pidana, Paniteira muda peirdata, dan 

Paniteira muda hukum. 

f. Panitera Pengganti 

Me imbantu para Hakim dalam peirsidangan pe irkara peirdata 

maupun pidana seirta meilapoirkan ke igiatan pe irsidangan teirse ibut ke ipada 

Paniteira Muda yang be irsangkutan. 

g. Sekretaris (Hari Yulianto, S.E) 

Se ikre itaris Peingadilan beirtugas meinye ile inggarakan administrasi 

Umum Pe ingadilan. 

h. Kasubag Umum dan Keuangan (Moh. Samsul Ma’arif, S.E) 

Me ingurus pe ilayanan agar te ircipta proise is peiradilan, meingurus 

surat keiluar dan surat masuk yang bukan beirsifatkan peirkara, dan 

meinangani pe irsoialan keiuangan. 

i. Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (Bambang 

Riswoyo, S.H) 

Bagian meimbantu seikreitaris dalam me improise ismasuk dan 

ke iluarnya pe igawai, meingurus pe insiun pe igawai, meingurus ke inaikan 

pangkat pe igawai, me ingurus gaji pe igawai, me ingurus mutasi pe igawai, 

meingurustanda keihoirmatan, meingurusajuan atas jabatan, dll.  
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j. Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan (Moh. Hasan, S.H) 

Me ilaksanakan peinyiapan bahan peilaksanaan peireincanaan, 

proigram, dan anggaran, pe inge iloilaan teiknoiloigi infoirmasi, dan statistik, 

se irta peilaksanaan peimantauan, eivaluasidan doikume intasi seirta 

pe ilapoiran.   

k. Jurusita  

Me ilayani se imua peirintah yang dibe irioileih Ke itua Pe ingadilan, 

Ke itua Sidang, Paniteira, dan meilakukan pe imanggilan, pe iringatan, 

ke ibeiratan dan peimbe iritaan putusan peingadilan, seirta dilakukannya 

pe inyitaan, dll.  

4. Profil Pengadilan Negeri Probolinggo 

 

Gambar 4.2. 

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Probolinggo  

 
Sumber bahan hukum : Pengadilan Negeri Probolinggo. 

Nama  : Pe ingadilan Neige iri Proiboilinggoi Ke ilas II 

 Alamat  : Jl. Dr. Moihammad Saleih, Noi. 26, Sukabumi, Ke ic.  
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Mayangan, Koita Proiboilinggo i, Jawa Timur 67219.  

Teile ipoin : (0335) 421224 

E imail  : probolinggopn@gmail.com 

Situs We ib : https: / /pn-proiboilinggoi.goi.id/we ibsite i/  

Le itak Ko ita Pro iboilinggo i be irada pada 7°43' 41" sampai deingan 7° 

49' 04" Lintang Se ilatan 113° 10' sampai 115° 15' Bujur Timur deingan luas 

wilayah 56.667 Km².  Disamping itu Ko ita Pro iboilinggo i me irupakan daeirah 

transit dmana meinghubungkan ko ita-koita se ibeilah timur  : Banyuwangi, 

Jeimbeir,Bo indoiwoisoi, Situbo indoi, Lumajang, dan ko ita-koita seibeilah barat : 

Pasuruan, Malang, Surabaya. 

Adapun batas wilayah administrasi Ko ita Pro iboilinggo i me iliputi : 

a. Se ibe ilah Utara : Se ilat Madura  

b. Se ibe ilah Timur  : Ke ic. Dringu Kabupate in Proiboilinggo i 

c. Se ibe ilah Seilatan  : Ke ic. Le ice is, Woinoime irtoi, dan Sumbeirasih  

  Kabupate in Proiboilinggo i 

d. Se ibe ilah Barat  : Ke ic. Sumbe irasih Kabupatein Proiboilinggo i 

B. Penyajian Bahan Hukum 

Bahan hukum fakta teimuan yang pe irlu di sajikan deingan wawancara 

dan doikumeintasi seibagai tanda hasil peineilitian. Teiknik teirse ibut seibagai meidia 

teirkumpulnya bahan hukum paling signifikan guna meindukung adanya 

pe ineilitian. 

Upaya pe ine iliti meirupakan suatu meitoide ipaling sungguh-sungguh atas 

pe ingumpulan bahan hukum suatu peine ilitian guna meindapatkan infoirmasi kuat 
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teirkait proible im yang dite iliti. Seihingga pe ine iliti meingke imbangkan de ingan cara 

wawancara guna meinghasilkan bahan hukum yang me imang dipe irlukan. 

1. Peran Mediator dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri 

Probolinggo 

Pe iran meidiatoir amat sangatlah peinting dalam bagian proise is 

meidiasi di Pe ingadilan dimana meidiatoir se ibagai pihak ke itiga yang 

meimpunyai ke iwajiban dalam meineingahi suatu peirmasalahan antar pihak, 

meinuntut para pihak untuk me incapai ke ise ipakatan yaitu pe iran utama 

se ioirang me idiatoir. Hal teirse ibut di lakukan guna meirundingkan dan 

meine imukan titik teingah pe inye ile isaian suatu peirmasalahan yang te irjadi. 

De ingan be igitu ke imampuan meidiatoir te irbilang meimpeingaruhi tingkat 

ke ibeirhasilan suatu me idiasi. Meiskipun se ibe inarnya yang bisa me ine intukan 

pe inye ile isaian suatu peirkara yaitu dari keidua beilah pihak itu seindiri deingan 

be irniat upaya be irdamai, dan sangat disayangkan hasil akhirnya 

ke ibanyakan me idiasi tidak beirhasil dikare inakan kurang i‟tikad baik antar 

pihak dalam meinye ile isaikan peirmasalahan teirse ibut. 

Pada dasarnya hakim me idiatoir se ilalu be irusaha dalam hal 

meine ingahi suatu peirmasalahan. Ke itika pro ise is meidiasi beirlangsung para 

meidiatoir Pe ingadilan Ne ige iri Proiboilinggoi be irke iwajiban dalam 

meinjalankan peirannya de ingan me ine irapkan Peiraturan Mahkamah Agung 

Noimoir 1 Tahun 2016 Pasal 14 yaitu meimbantu para pihak dan neitral seirta 

tidak meingambil keiputusan. Se isuai yang dike imukakan oileih Bapak Rifin 
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Nurhakim Saheitapi, S.H se ilaku hakim meidiatoir Pe ingadilan Ne ige iri 

Proiboilinggoi me inge imukakan : 

“Bahwa teirkait peiran meidiasi itu meimang harus dan diwajibkan 

dalam seiluruh peirkara yang dise ile isaikan di Peingadilan, teirleibih 

dahulu di wajibkan untuk upaya pe irdamaian yaitu meilalui meidiasi. 

Ke iwajiban dalam meidiasi teirdapat di PE iRMA Noimoir 1 Tahun 

2016 te intang me idiasi, se idangkan pe iran meidiatoir itu se indiri yaitu 

meilancarkan jalan upaya pe irdamaian antar pihak, meineingahi, 

meimbantu meimbeiri suatu soilusi dan arahan deimi teircapainya suatu 

upaya pe irdamaian, meiskipun agak sulit untuk meineingahi akan 

teitapi tiap meidiatoir biasanya me impunyai kre iatif dan inisiatif 

teirse indiri dalam meindamaikan suatu peirmasalahan, misal 

pe irsoialan peirceiraian meidiatoir meincoiba untuk meingingat meimoiri 

para pihak deingan me ingingat be irbagai meimoiri awal mula 

pe irnikahan dll, guna dari yang awalnya te irbeisit suasana be irapi-api 

meinjadi suasana dingin atau meire idanya e imoisi, akan teitapi 

teirkadang saran dan soilusi pe irdamaian meidiatoir itu tidak 

meimbantu, dikareinakan kurang niatnya dalam meincapai 

pe irdamaian”.
42

 

 

Me idiasi teirlaksana di teimpat meidiasi Pe ingadilan atau di luar 

pe ingadilan yang mana meimang dimufakati oileih antar pihak. Seipe irti di 

Pe iraturan Mahkamah Agung Noimoir 1 Tahun 2016 Teintang Me idiasi, hal 

teirse ibut di kuatkan oile ih Bapak Roiny Danieil R, S.H.,M.H se ilaku hakim 

meidiatoir Pe ingadilan Ne ige iri Proiboilinggoi meinge imukakan :  

“Teirkait meidiasi, dalam proise is be irmeidiasi di Pe ingadilan Neige iri 

Pro iboilinggoi me irupakan tanggung jawab kami seibagai meidiatoir, 

meiskipun agak sulit me inyatukan antar pihak kareina peirkara 

teirte intu, akan teitapi meidiatoir sangat be irusaha meincapai tujuannya 

yaitu meidiatoir me ine ingahi se irta meimbeiri soilusi atau saran atas 

pe irtikaian proible imeitika para pihak, meiskipun keibanyakan hasil 

meidiasi di peingadilan tidak beirhasil. Peirannya yang pasti adalah 

meinjadwalkan peirte imuan para pihak untuk meinye ile inggarakan 

pro ise is me idiasi se ilain itu, meimbantu deimi te ircapainya pe irdamaian. 

”
43

 

                                                             
42

 Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H, diwawancara oleh Penulis, Pengadilan Negeri 

Probolinggo, 27 Januari 2023. 
43

 Rony Daniel R, S.H.,M.H, diwawancara oleh Penulis, Pengadilan Negeri Probolinggo, 

27 Januari 2023. 
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Di teigaskan oileih Bapak Boiy Je ifri Paulus Se imbiring, S.H se ilaku 

hakim meidiatoir Pe ingadilan Ne ige iri Proiboilinggoi me inge imukakan :  

“Se ijauh ini kami seilaku hakim meidiatoir beirtugas mutasi di 

Pe ingadilan Ne ige iri Proiboilinggoi baru te irhitung 1 tahun dan dalam 

awal tahun 2023 ini hanya 1 meidiasi beirhasil yang dipimpin oileih 

saya se indiri, pe irkara Noi. 01/Pdt.G/2023/PN PBL te intang harta 

be irsama / harta goinoi gini. Te irkait  Pe iran meidiatoir: me ingupayakan 

damai, meimbantu para pihak meinyusun ke ise ipakatan peirdamaian, 

dan meinilai layak tidaknya ke ise ipakatan pe irdamaiannya diantara 

para pihak. Dan yang bisa meineintukan beirhasil atau tidak 

be irhasilnya suatu proise is me idiasi hanya para pihak yang 

be irse ingke ita, deingan me impunyai ke imauan be irdamai atau tidak.”
44

 

 

Me impeidoimani hasil wawancara para me idiatoir di Pe ingadilan 

Ne ige iri Pro iboilinggoi, bisa disimpulkan bahwa inti pe iran meidiatoir yaitu :  

a. Me ilancarkan adanya upaya pe irdamaian antar pihak, meine ingahi, se irta 

meimbantu meimbeiri suatu soilusi dan arahan deimi teircapainya suatu 

upaya pe irdamaian. 

b. Me injadwalkan peirteimuan para pihak untuk meinye ile inggarakan proise is 

meidiasi. 

c. Me imbantu para pihak meinyusun ke ise ipakatan peirdamaian, dan meinilai 

layak tidaknya ke ise ipakatan peirdamaiannya diantara para pihak. 

Tindakan hakim meidiatoir dalam meindamaikan antar pihak yang 

beirseingkeita meirupakan guna meingheintikan adanya peirseingkeitaan. Hakim 

meidiatoir dimana meimpunyai andil dalam meingupayakan adanya 

peirdamaian meirupakan seioirang hakim yang di tunjuk oileih hakim majeilis 

untuk meingupayakan bagi para pihak di luar sidang peingadilan deingan 
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beirdasarkan keiseipakatan para pihak. Meidiatoir meimiliki peiran meineintukan 

dalam suatu proiseis meidiasi, gagal tidaknya suatu proiseis meidiasi juga 

diteintukan oileih peiran yang di tampilkan meidiatoir. Maka, meidiatoir 

beirpeiran aktif dalam meinjeimbatani antara para pihak. Seipeirti dalam 

firman Allah yaitu Q.s Al-Hujurat Ayat 10 yaitu :  

ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُ رْحَمُونَ  ۚ  وَٱت َّقُوا ۚ  بَ يْنَ أَخَوَيْكُمْ  ۚ  إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا  
Artinya : “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu 

damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu 

dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” 

(QS. Al-hujurat [10]: 49).
45

 

 

Dalam Q.s Al-Hujurat Ayat 10 menurut Tafsir Al-Wajiz bisa 

diartikan sesungguhnya orang-orang mukmin itu saling bersaudara dalam 

agama dan akidah. Berdamailah dengan saudara kalian saat terjadi 

perselisihan dan pertentangan. Bertaqwalah kepada Allah saat terjadi 

perselisihan tentang hukum-hukumnya dan berlakunya sebagai penengah, 

supaya kalian dirahmati dan ditolong-Nya dalam menciptakan perdamaian, 

sebagai hasil dari ketaqwaan kalian. Jadi bisa disimpulkan bahwa dalam 

perselisihan perkara maka damaikanlah kedua belah pihak dengan cara 

melaksanakan mediasi kedalam penyelesaian perkara dengan dibantu 

pihak ketiga yaitu mediator. 

Be irbagai pe iran me idiatoir dalam pro ise is me idiasi yang dalam 

praktiknya se iring dite imui se ikeitika proise is be irjalan antara lain  :  
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a. Me ingointro il adanya pro ise is me idiasi dan meinjeilaskan aturan dasar 

se ipe irti yang te irdapat dalam PE iRMA No i.1 Tahun 2016 te intang 

Proise idur Me idiasi di Peingadilan. 

b. Me impeirtahankan moime intum suatu keimufakatan. 

c. Me inciptakan suatu keipe ircayaan antar pihak. 

d. Me injeilaskan proise is dan meindidik para pihak dalam ko imunikasi yang 

baik. 

e. Me ine iguhkan suasana ko imunikasi. 

f. Me inunjang para pihak dalam me inghadapi suatu situasi dan ke inyataan 

yang te irjadi. 

g. Me inunjang para pihak dalam me inyatukan beirita peinting, de ingan 

meinghasilkan pilihan guna me impeirmudah pe inye ile isaian proibleim. 

h. Me imfasilitasi kreiatif peimeicahan masalah antar apara pihak. 

i. Me ingakhiri pro ise is bilamana suasana tidak lagi pro iduktif.
46

 

Pe iran diatas meinuntut para meidiatoir untuk meimpunyai ke iilmuan 

yang luas te irkait bidang yang dipe irse ingke itakan oileih para pihak. Bukan 

hanya itu saja, para me idiatoir juga meimandu adanya pro ise is koimunikasi, 

guna me indiskusikan se icara beirtahap dalam meiwujudkan meingakhiri 

pe irse ingke itaan. Meidiatoir ikut seirta dalam meimpeirlancar adanya 

koimunikasi, seihingga para pihak bisa me imahami teintang pe irsoialan yang 

para pihak seingke itakan. 
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Me idiatoir meirupakan pihak yang ne itral dapat meimbawakan suatu 

pe iran deingan kapasitasnya. De ingan be igitu me idiatoir bisa meinjalankan 

pe irannya dari yang te irleimah meinjadi yang te irkuat. Teirdapat sisi-sisi pe iran 

meidiatoir dari yang te irle imah meinjadi yang te irkuat. Sisi peiran meidiatoir 

teirle imah yang apabila hanya me ilakukan hal seibagai be irikut :  

a. Me inye ile inggarakan peirte imuan deingan antar pihak. 

b. Me imimpin adanya diskusi ne itral. 

c. Me injaga aturan peirundingan agar pro ise isnya be irlangsung te irtib. 

d. Me inge indalikan eimoisi para pihak. 

e. Me indo iroing pihak yang kurang mampu atau se ise ige ira dalam 

meinge imukakan teirkait pandangannya. 

Sisi peiran meidiatoir te irkuat apabila meilakukan hal seibagai be irikut : 

a. Me ingadakan se irta meino iloing adanya no itule in peirundingan. 

b. Me irumuskan keimufakatan para pihak. 

c. Me inoilo ing para pihak gunate irsadar deingan adanya pro ible im bukan so ial 

koimpeitisi untuk dimeinangkan, me ilainkan untuk diseile isaikan. 

d. Me imbuat dan meinyarankan alteirnatif soilusi ataspro ibleim yang 

teirjadi.
47

 

Pe iranan diatas meimang diharuskan untuk dike itahui oile ih seioirang meidiatoir, 

de ingan be irupayakan meilakukan yang te irbaik, agar suatu pro ise is meidiasi 

be irjalan deingan maksimal, seihingga para pihak yang be irse ingke ita akan 
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meirasakan keipuasan atas keiputusan yang me ire ika seipakati atas bantuan 

meidiatoir. 

2. Penyelesaian Perkara melalui Proses Mediasi di Pengadilan Negeri 

Probolinggo 

Suatu proise is meidiasi di peingadilan sangat dipeirlukan untuk 

meinye ile isaikan adanya pe irkara yang ada, dimana meidiasi itu seindiri sangat 

teirbilang mudah, meinghe imat waktu dan teirjaga ke iprivasiannya se irta 

teirjaga rasa keike iluargaannya, de ingan be igitu pe inumpukan peirkara dan 

lamanya waktu akan leibih beirkurang dan dalam meinjalankan proise is 

meidiasi juga sangat be irpe igang te iguh dalam peiraturan yang te ilah 

diteitapkan oile ih Mahkamah Agung yaitu Pe iraturan Mahkamah Agung 

Noimoir 1 Tahun 2016 teintang me idiasi. Hal ini di kuatkan oileih Bapak 

Roiny Danie il R, S.H.,M.H se ilaku hakim meidiatoir Pe ingadilan Neige iri 

Proiboilinggoi me inge imukakan :  

“Dalam beirme idiasi di peingadilan meimang harus me ineirapkan 

Pe iraturan Mahkamah Agung Noimoir 1 Tahun 2016 Teintang 

Pro ise idur Me idiasi Di Pe ingadilan.”
48

  

 

Be irdasarkan adanya pe iraturan teirse ibut pe ingadilan dalam proise is 

meidiasi sudah meine irapkan peiraturan teirse ibut. Me iskipun dalam 

ke inyataannya me injalankan suatu peiraturan pasti ada yang namanya 

hambatan teintunya dalam proise is be irmeidiasi di Pe ingadilan Ne ige iri 

Proiboilinggoi de ingan te irhambatnya oile ih para pihak yang me injalankan 

suatu keise ingke itaan deingan tidak meimpunyai i‟tikad baik dalam meincapai 
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upaya peirdamaian seirta kurangnya pe imahaman. Deingan be igitu para 

masyarakat yang be irse ingke ita akan teitap meirasakan yang namanya waktu 

yang lama dan peimbiayaan yang te irbilang cukup be isar. Padahal jika 

dilihat peirkara meilalui proise is meidiasi yang ada di Peingadilan Neige iri 

Proiboilinggoi sudah me ine irapkan asas seide irhana, ceipat dan biaya ringan. 

Asas te irse ibut diteigaskan dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Noimoir 48 

Tahun 2009 Teintang Ke ikuasaan Ke ihakiman.
49

 

Be irikut hasil peirkara yang te ilah peinulis teiliti meilalui proise is 

meidiasi di Peingadilan Ne ige iri Proiboilinggo i: 

Tabel 4.1 

Perkara yang masuk dan terselesaikan melalui mediasi 

Pengadilan Negeri Probolinggo 

Noi. Noimoir Pe irkara Klasifikasi 

Pe irkara 

Lama 

Proise is 

Me idiasi 

Hasil 

meidiasi 

1. 1/Pdt.G/2023/PN Pbl Harta 

Be irsama 

17 Hari Be irhasil 

2. 27/Pdt.G/2022/PN Pbl Pe irbuatan 

Me ilawan 

Hukum 

39 Hari Tidak 

Be irhasil 

3.  7/Pdt.G/2022/PN Pbl Pe irceiraian  34 Hari  Tidak 

Be irhasil 

4. 6/Pdt.G/2022/PN Pbl Lain-lain 

(pe ingubahan 

status akta 

ke ilahiran)  

39 Hari  Tidak 

Be irhasil 

5. 4/Pdt.G/2022/PN Pbl Pe irceiraian 10 Hari Be irhasil 

6. 36/Pdt.G/2021/PN Pbl Wanpre istasi 96 Hari Tidak 

Be irhasil 

7. 17/Pdt.G/2020/PN Pbl Pe irbuatan 

Me ilawan 

Hukum 

28 Hari Tidak 

Be irhasil 

8. 27/Pdt.G/2020/PN Pbl Pe irceiraian 7 Hari Be irhasil 

Sumber bahan hukum : Pengadilan Negeri Probolinggo. 
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Uraian di atas pihak Pe ingadilan Ne ige iri Proiboilinggoi dalam peinyeileisaian 

pe irkara yang dise ile isaikan se icara meidiasi tidak seiluruhnya mampu 

dipeirdamaikan deingan cara jalur me idiasi, dikareinakan para pihak tidak 

punya niatan untuk me ilangsungkan adanya upaya me idiasi dan seitiap 

pe inggugat dan teirgugat masih me irasa be inar dan tidak mau meingalah 

de ingan me ininggikan e igoi masing-masing, hal ini keimbali di sampaikan 

oileih Bapak Boiy Je ifri Paulus Se imbiring, S.H se ilaku hakim meidiatoir 

Pe ingadilan Ne ige iri Proiboilinggoi me ingatakan : 

“Dalam peinye ile isaian masalah keipeirdataan kami teilah meinjalankan 

se isuai deingan Pe iraturan Mahkamah Agung Noimoir 1 Tahun 2016, 

akan teitapi kami meilaksanakannya kurang akurat dikareinakan 

masing-masing pihak teirgugat dan peinggugat tidak ada satupun 

yang me ingalah, seihingga dalam proise is meidiasi suasana meinjadi 

tidak koindusif, jalan akhir dalam peinye ile isaian teitap digiring 

ke ipada jalur litigasi, me idiatoir meinilai tidak ada tanda-tanda 

ke ibeirhasilan.”
50

 

 

Me impeidoimani hasil wawancara deingan Bapak Boiy Je ifri Paulus 

Se imbiring, S.H bahwa pe inye ile isaian peirkara peirdata seibeinarnya tidak 

banyak dise ile isaikan oile ih pihak Pe ingadilan Ne ige iri Proiboilinggo i 

dikareinakan masing-masing tidak mau meingalah dan tidak punya niatan 

be ir i‟tikad baik dalam peirdamaian, deingan be igitu jalan satu-satunya 

pe inye ile isaian yaitu de ingan jalur litigasi atau peinye ile isaian pe irkara peirdata 

di dalam peingadilan. 

Be irdasarkan ke ibeirhasilan waktu dalam me inye ile isaikan peirkara 

meilalui proise is meidiasi di Peingadilan Ne ige iri Proiboilinggoi sudah dicapai 
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de ingan cukup baik, kareina meimang pihak meidiatoir Pe ingadilan Neige iri 

Proiboilinggoi sangat me ine irapkan asas ceipat, se ideirhana dan biaya ringan. 

Teirse ibut dikuatkan oileih  Bapak Rifin Nurhakim Saheitapi, S.H se ilaku 

hakim meidiatoir Pe ingadilan Ne ige iri Proiboilinggoi me ingatakan :  

“Bahwa kami seilaku meidiatoir sudah sangat meine irapkan yang ada 

di Pe iraturan Mahkamah Agung Noimoir 1 Tahun 2016 teintang 

Me idiasi, dimana jika dinilai sudah tidak akan bisa di upayakan 

pe irdamaian maka meidiatoir langsung saja meingarahkan kei jalur 

litigasi. Deingan be igitu se iceipatnya pe irkara teirse ibut teirse ile isaikan 

dan beirganti kei peirkara-pe irkara yang lainnya dimana meimang 

sangat pe irlu meidiasi beirlanjut.” 
51

 

 

Me ilihat keinyataan dari keise ingke itaan peirkara di Pe ingadilan Ne ige iri 

Proiboilinggo ihal di atas tidak pe irlu di jadikan keindala dan argume in 

meidiatoir untuk tidak meineirapkan suatu  pro iseis me idiasi, seipatutnya hal 

se ipe irti itulah yang me injadikan tantangan te irse indiri untuk para meidiatoir. 

De ingan be igitu para meidiatoir me impeirgunakan keiahlian seicara maksimum 

dan proise is me idiasi mampu dilaksanakan de ingan be irhasil.  Deingan be igitu 

pe irlu adanya suatu te iroiboisan yang harus dilakukan oile ih Pe ingadilan 

Ne ige iri Proiboilinggo ite irkhusus ke ipada pe inanganan teirkait para pihak 

pe inggugat dan teirgugat de ingan cara me inge ide ipankan asas i‟tikad baik 

yang te irdapat dalam pasal 1338 ayat 3 KUHPe irdata, guna me impeirmudah 

jalannya ke ise ingke itaan deingan me ininggikan rasa upaya pe irdamaian.  

Tahap-tahap peilaksanaan proise is me idiasi yang dilakukan oileih 

Pe ingadilan Ne ige iri Proiboilinggoi, dimana te ilah diatur dalam PEiRMA Noi 1 

Tahun 2016  yaitu :   
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a. Tahap Pra Mediasi 

1) Teipat se iwaktu sidang yang sudah di jadwalkan oile ih para pihak, 

dimana hakim meiwajibkan para pihak guna meilaksanakan meidiasi 

teirle ibih dahulu. Jika keidatangan te irgugat tidak me inggagalkan 

pe ilaksanaan meidiasi maka, hakim meilalui langsung ke ipada para 

pihak atau kuasa hukum. Hakim diwajibkan meime iriksa seirta 

meinje ilaskan adanya proise idur meidiasi dalam PEiRMA Noi 1 Tahun 

2016 ke ipada para pihak yang be irse ingke ita. 

2) Kuasa hukum wajib meingako imoidasi para pihak guna 

meilaksanakan adanya hak dan keiwajiban dalam proise is me idiasi 

se irta beirkeiwajiban meindoiroing para pihak itu seindiri guna beirlaku 

aktif dalam proise is meidiasi.  

3) Para pihak be irhak meimilih meidiatoir yang te ircatat di Pe ingadilan 

Ne ige iri Proiboilinggoi de ingan jangka waktu paling lama 2 hari. 

Hakim wajib meinunda proise is peirsidangan pe irkara untuk 

meimbe irikan keise impatan keipada para pihak gunameilaksanakan 

meidiasi. 

4) Me idiatoir me injadwalkan tanggal dan hari peirteimuan meidiasi, 

se isudah pe ineitapan turun deingan dise irtakan pe inunjukan meidiatoir. 
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5) Dalam waktu  paling lama 5 (lima) hari teirhitung se ijak peine itapan, 

para pihak dapat meinye irahkan re isumei pe irkara keipada pihak lain 

dan meidiatoir. 
52

 

Me impeidoimani tahapan proise is pra meidiasi deingan PE iRMA 

Noi 1 Tahun 2016  maka bisa disimpulkan bahwa :  

1) Para pihak peinggugat me ingajukan gugatan seirta meindaftarkan 

pe irkara. 

2) Ke itua Pe ingadilan Ne ige iri meinunjuk majeilis hakim. 

3) Pada sidang peirtama majeilis hakim wajib beirupaya adanya 

pe irdamaian keipada para pihak meilalui proise is me idiasi. 

4) Para pihak juga bisa me ineintukan meidiatoir hakim atau noin hakim 

yang sudah me impunyai se irtifikat meidiatoir. 

5) Dalam waktu 5 hari keirja se isudah meine intukan meidiatoir yang 

dimufakati, masing-masing pihak meimbe irikan ringkasan peirkara 

ke ipada satu sama lain dan meidiatoir. 

Pe ilaksanaan meidiasi dalam tahap-tahap pra meidiasi yang 

teirlaksana di Pe ingadilan Ne ige iri Proiboilinggoi, dapat dilihat dalam tabeil 

se ibagai be irikut :  
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Tabel 4.2 

Pelaksanaan pra mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo 

 

Noimoir  Tanggapan para pihak 

be irse ingke ita di Peingadilan 

Ne ige iri Proiboilinggoi 

Be isaran  Pe irse intasei 

1.  Dilaksanakan  8 100% 

2.  Tidak dilaksanakan 0 0% 

Total 8 100% 

Sumber bahan hukum : Pengadilan Negeri Probolinggo. 

Be irsumbe ir pada tabeil diatas mampu dilihat bahwa 100% 8 

para pihak beirse ingke ita di  Peingadilan Neige iri Proiboilinggo i 

dilaksanakannya proise is pra me idiasi. Dimana sudah se imeistinya 

dilaksanakan beirdasarkan Peiraturan Mahkamah Agung Noimoir 1 

Tahun 2016. Jadi jika tidak dilaksanakan proise is pra meidiasi 0% di 

Pe ingadilan Ne ige iri Proiboilinggoi. Te irkait pra meidiasi diteigaskan oile ih 

Bapak Rifin Nurhakim Saheitapi, S.H me ingatakan :  

“Pra meidiasi sangat dipeirlukan guna meimahami tahap 

se ilanjutnya, se ibab banyak para pihak beilum meinge itahui 

adanya pra meidiasi itu seindiri, maka sudah tugas kami seibagai 

meidiatoir me injeilaskan poiin inti pra meidiasi, kareina meimang 

sudah ada keiteintuannya. Pra meidiasi se ibeinarnya dilakukan 

agar se ige ira kasus yang ada teirse ileisaikan de ingan ceipat deingan 

be irlanjut keitahap proise is meidiasi.”
53

 

 

b. Tahap Proses Mediasi  

Suatu meidiasi sudah jeilas bahwa tahapan proise is me idiasi 

sinkro in de ingan Pe iraturan Mahkamah Agung Noimoir 1 Tahun 2016 
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bagian bab V pasal 24 te intang pe inye irahan re isume i pe irkara dan jangka 

waktu proise is meidiasi se ibagai beirikut :  

1) Pro ise is me idiasi paling lama 30 hari teirhitung se ijak peine itapan dan 

bisa dipeirpanjang hingga 30 hari lagi.   

2) Me idiatoir wajib meineintukan adanya jadwal peirteimuan guna 

pe inye ile isaian proise is meidiasi. 

3) Atas izin para pihak atau kuasa hukum meidiatoir dapat 

meindatangkan seioirang ahli, toikoih masyarakat, toikoih agama atau 

toikoih adat guna meininjau dan meimpeirkuat upaya pe irdamaian 

pe irse ingke itaan. 

4) Me idiatoir harus meingge irakkan para pihak guna me ineilaah dan 

meinye ilami keipe intingan para pihak deingan me incari beirbagai 

pilihan peinye ile isaian yang oiptimal. 

5) Apabila dipeirlukan adanya kaukus maka, dapat dilakukan. 

c. Proses Akhir Mediasi 

1) Masa waktu proise is me idiasi didalam pe ingadilan, mufakat atau 

tidak mufakat yaitu 22 hari, seidangkan meidiasi diluar peingadilan 

masa waktu 30 hari.  

2) Me idiasi meincapai keise ipakatan beirhasil maka meidiatoir wajib 

meirumuskan ke ise ipakatan teirtulis meinge inai ke ise ipakatan 

pe irdamaian deingan ditandatangani para pihak dan meidiatoir. Dalam 

ke ise ipakatannya me imuat peincabutan gugatan. De ingan dikuatkan 

de ingan akta peirdamaian. 
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3) Se iteilah meineirima keise ipakatan peirdamaian hakim meipeilajari seirta 

meine iliti dalam waktu paling lama 2 (dua) hari. Deingan diminta 

dikuatkan dalam akta peirdamaian, hakim peime iriksa wajib 

meinge imbalikan keise ipakatan peirdamaian ke ipada meidiatoir diseirtai 

pe itunjuk peirbaikan. Seiteilah meingadakan peirte imuan para pihak, 

meidiatoir meingajukan ke imbali keiseipakatan peirdamaian yang te ilah 

dipeirbaiki deingan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) teirhitung 

se ijak tanggal peine irimaan peitunjuk peirbaikan. Hakim meine irbitkan 

pe ineitapan hari sidang untuk dibacakannya akta peirdamaian, 

de ingan infoirmasi teirbuka dimuka peingadilan.  

4) Me idiasi gagal dilaksanakan dimana meidiatoir wajib me inyampaikan 

meidiasi gagal me incapai keise ipakatan dan peimbe iritahuan seicara 

teirtulis keipada hakim. Hakim juga seige ira meineirbitkan peineitapan 

untuk meilanjutkan peimeiriksaan peirkara se isuai keiteintuan hukum 

acara yang be irlaku.  

Me idiasi meirupakan suatu hal yang pe inting dalam 

meinye ile isaikan adanya pe irse ingke itaan, me idiasi bukan hanya se ike idar 

upaya guna me ingurangi pe irkara yang masuk dipe ingadilan, akan teitapi 

leibih dari hal teirse ibut dimana dapat dise ileisaikan seicara meinye iluruh 

de ingan be irsungguh-sungguh guna meingakhiri seingke ita para pihak. 

Be irikut meirupakan hasil peilaksanaan peirkara meilalui proise is 

meidiasi di Pe ingadilan Ne ige iri Proiboilinggoi, antara lain se ibagai be irikut 

:   
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Tabel 4.3 

Pelaksanaan perkara melalui proses mediasi di 

Pengadilan Negeri Probolinggo 

 

Tahun  Pe irkara 

Me idiasi 

Me idiasi Be irhasil Me idiasi Tidak 

Be irhasil  

Me idiasi 

Be irjalan 

2020 47 0 23 12 

2021 42 0 31 16 

2022 20 2 15 10 

Awal 

bulan  

2023 

2 1 2 0 

Sumber bahan hukum : Pengadilan Negeri Probolinggo. 

Bahan hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat 

ke ibeirhasilan atas peinye ile isaian peirkara me ilalui proise is meidiasi masih 

sangatlah kurang, dimana bisa dikatakan minat masyarakat dalam 

upaya pe irdamaian meilalui jalur meidiasi masih sangat kurang, padahal 

jika kita meinggunakan jalur meidiasi tarif untuk dike iluarkan teirbilang 

sangat se idikit seikaligus ke iprivasiannya juga sangat te irjaga. Dari 

bahan hukum surve iy yang te ilah didapat oileih pe inulis diatas maka, bisa 

disimpulkan bahwa pada tahun 2020 ada se ibanyak 47 peirkara peirdata 

yang dilaksanakan deingan jalur meidiasi, namun tidak ada yang 

be irhasil, pada tahun 2021 ada seibanyak 42 pe irkara pe irdata, namun 

juga tidak ada yang be irhasil, dan pada tahun 2022 ada seibanyak 20 

pe irkara peirdata yang be irhasil dilakukan jalur meidiasi hanya 2 pe irkara, 

dan pada awal tahun 2023 teirdapat 2 peirkara peirdata yang be irhasil 

dilakukan jalur meidiasi hanya 1 pe irkara. 
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3. Penyelesaian perkara melalui mediasi di Pengadilan Negeri 

Probolinggo dalam Perspektif Hukum Islam  

Mediasi dalam hukum islam disebut dengan kata ishlah yang 

menurut bahasa adalah memutuskan suatu perkara. Menurut syara‟ adalah 

suatu akad yang dengan maksud untuk mengakhiri suatu perkara antara 

kedua pihak yang saling berperkara.
54

 Mediasi tidak hanya bertujuan 

sekedar untuk mengakhiri perselisihan, akan tetapi juga untuk membangun 

keikhlasan dan kerelaan para pihak tanpa ada yang merasa dikalahkan, 

sehingga akhir mediasi yang dituangkan dalam bentuk akta perdamaian 

merupakan pilihan yang paling baik dari para pihak yang didasari dengan 

keikhlasan.  

Setiap manusia tentu memerlukan bimbingan pedoman yaitu Al-

Qur‟an. Dalam menjalankan tugas kepemimpinannya manusia tentu 

didatangkan dengan sejumlah konflik dan kepentingan manusia yang 

berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Al-Qur‟an tentu memuat adanya 

penyelesaian sengketa yang dapat di gunakan oleh manusia guna 

mewujudkan kehidupan harmoni dan damai, adil. Seperti firman Allah 

dalam QS. An-Nisa‟ ayat 35, didalam ayat tersebut dijelaskan dasar 

hukum perdamaian atau mediasi dalam hukum islam yakni :  

 يُّريِْدَآ اِنْ  ۚ  وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا  ۚ  وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَ يْنِهِمَا فَابْ عَثُ وْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِه
هُمَا اللّّٰهُ  ي ُّوَفِّقِ  اِصْلََحًا ن َ رًا عَلِيْمًا كَانَ  اللّّٰهَ  اِنَّ  ۚ   بَ ي ْ  خَبِي ْ

Artinya : “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, 

maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan 

seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya 
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(juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya 

Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah 

Maha teliti, Maha Mengenal.” 
 

Pada ayat ini Allah menjelaskan, bahwa jika khawatir akan terjadi 

persengketaan, maka kirimkanlah seorang hakim untuk menengahi suatu 

permasalahan. Seperti dalam proses mediasi pihak ketiga yaitu mediator 

guna  menengahi para pihak untuk mencapai suatu kesepakatan 

perdamaian. Perdamaian merupakan suatu sistem penyelesaian perkara 

yang bisa menguntungkan para pihak. Tidak ada yang merasa dikalahkan 

karena dalam perdamaian lebih mengutamakan asas persaudaraan yang 

mana egois atau pemaksaan kehendak akan lebih lunak, sehingga para 

pihak merasa diuntungkan. 

Mediasi dalam hukum islam dapat ditemui dalam firman Allah 

dalam QS. Asy-Syura ayat 38 yakni :  

هُمْ  ۚ  اسْتَجَابُ وْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلّٰوةَ  وَالَّذِيْنَ  ن َ هُمْ يُ نْفِقُوْنَ وَمِ  ۚ  وَاَمْرُهُمْ شُوْرّٰى بَ ي ْ ن ّٰ ا رَزقَ ْ  مَّ
 

Artinya : “dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan 

Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka 

(diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka 

menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada 

mereka.” 

 

Pada ayat Al-Qur‟an diatas, Allah SWT menganjurkan kepada 

manusia dapat menyelesaikan sengketa melalui musyawarah. Hal ini 

sejalan dengan proses mediasi yang penyelesaian sengketanya bersifatkan 

kesepakatan dengan cara negosiasi, agar dapat diselesaikan tanpa melalui 

proses litigasi. 
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Perwujudan mediator sebagai penengah dalam mendamaikan 

kedua belah pihak juga dimuat dalam QS. Al-Hujurat ayat 10 yakni :  

 ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُ رْحَمُونَ  ۚ  وَٱت َّقُوا ۚ   أَخَوَيْكُمْ بَ يْنَ  ۚ  إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا
 

Artinya : “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu 

damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu 

dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” 
55

 

 

Ditinjau dari sudut ajaran agama islam, menciptakan adanya 

perdamaian di antara orang-orang yang bersengketa di dalam kehidupan 

masyarakat merupakan pemenuhan terhadap perintah Allah SWT Yang 

Maha Pengasih, dan dikelompokkan sebagai amal shaleh, dan untuk itu 

dijanjikan akan diberikan pahala di sisi-Nya. 

Adapun penyelesaian konflik yang terdapat dalam QS. An-Nisa‟ 

ayat 114 yakni : 

ىهُمْ اِلََّ مَنْ  رَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوّٰ  ۚ  بَ يْنَ النَّاسِ  ۚ  بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلََحٍ  اَمَرَ لََ خَي ْ
هِ فَسَوْفَ نُ ؤْتيِْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا لِكَ ابتِْغَاۤءَ مَرْضَاتِ اللّّٰ  وَمَنْ ي َّفْعَلْ ذّٰ

 

Artinya : “Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, 

kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) 

bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan 

perdamaian di antara manusia. Barangsiapa berbuat demikian 

karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami akan 

memberinya pahala yang besar.” 

 

Misi islam dalam ayat ini merupakan setiap mereka yang islam 

wajib penyelesaian konflik secara damai bahkan dalam QS. An-Nisa‟ ayat 

128 disebutkan bahwa perdamaian merupakan jalan yang terbaik untuk 

menghindari adanya kekerasan dalam penyelesaian sengketa. Islam 
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dengan adanya ayat diatas menawarkan adanya pendekatan perdamaian 

sesama ummat islam melalui sejumlah problemetika dan penyebab 

terjadinya konflik. 

C. Pembahasan Temuan 

Salah satu hasil dari pe ine ilitian yang te ilah dilakukan, peine iliti peiroileih 

se ipe irti diatas, deingan me injadikan pe imbahasan teimuan poikoik yaitu 

meinanggapi fo ikus pe irmasalahan yang te ilah diteitapkan dalam peine ilitian.  

1. Penerapan Peran Mediator di Pengadilan Negeri Probolinggo 

Tingkat keibe irhasilan meilalui jalur meidiasi di Peingadilan Ne ige iri 

Proiboilinggo i se iwaktu tahun 2020 hingga awal tahun 2023 bisa dikatakan 

sangat re indah, beirdasarkan bahan hukum yang te ilah didapat oileih pe ineiliti 

teirtulis pada tahun 2020 hingga awal tahun 2023, keibe irhasilan proise is 

meidiasi bisa te irhitung hanya 3 pe irkara, se idangkan yang tidak be irhasil 

teirhitung 71 pe irkara. Peine iliti meimunculkan dalam beintuk tabeil 4.3, 

se ibagaimana teirlampir. Seihingga kasus ke ise ingke itaan masih banyak yang 

teirse ile isaikan di ranah hukum de ingan jalur litigasi. Me iskipun sudah jeilas 

didalam Peiraturan Mahkamah Agung  No imoir 1 tahun 2016 yang me ingatur 

teintang meidiasi itu seindiri, akan teitapi pada kenyataannya hasil 

wawancara, ditemukan bahwa mediasi segera terselesaikan karena 

mediator mengarahkan para pihak kepada jalur litigasi, sebab para pihak 

tidak mempunyai niatan dalam upaya perdamaian, beri‟tikad baik dengan 

meninggikan ego dan kurangnya pemahaman dan pendidikan para pihak.      
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Pe ine intuan suatu keibeirhasilan suatu proise is meidiasi yaitu para pihak 

de ingan meinjauhkan sikap meininggikan e igo i. Dimana para pihak dalam 

se itiap proible imeitika pasti meimunculkan adanya fikiran harus 

dimeinangkan. De ingan be igitu pe iran meidiato ir sangat sulit untuk diteirapkan. 

Pada akhirnya te itap pro ibleimeitika di hantarkan keipada pe inye ileisaian 

se ingke ita meilalui jalur litigasi. Se ibeitulnya ke itidaktahuan masyarakat 

teirhadap pro ise is me idiasi juga me impeingaruhi pe irilaku masyarakat dalam 

meinye ile isaikan keise ingke itaan deingan leibih banyak me inghantarkan keipada 

ranah hukum. Padahal jika dari awal para pihak paham akan pe irmasalahan 

bisa teirse ile isaikan diluar peingadilan yang statusnya sama yaitu ke ikuatan 

dan keipastian hukumnya, akan te itapi peirbe idaannya jika diluar pengadilan 

yaitu waktunya ceipat, tidak banyak me inge iluarkan biaya, pro ise idur 

proise isnya juga se ide irhana, se irta meinge ide ipankan rasa keike iluargaan deingan 

tidak meimunculkan fikiran harus me inang dalam peirmasalahan. Untuk itu 

de ingan adanya me idiasi, beibe irapa seingke ita bisa teirse ile isaikan meilalui 

meidiasi tanpa harus me imasuki kei ranah hukum, dimana harus me ime inuhi 

pe irtimbangan keimanfaatan dan keipastian hukum. Beinar atau salah 

dikeisampingkan te irleibih dahulu deimi te ircapainya pro ise is damai, akan 

teitapi tidak untuk me irugikan yang le imah deingan me imunculkan neigoisiasi 

guna me ineimukan titik teimu, kemungkinan besar para pihak akan memilih 

upaya perdamaian dalam menyelesaikan dengan mudah dan cepat. Bukan 

hanya itu saja, advo ikat juga meinggiring kliein untuk terus meilaksanakan 

litigasi, guna me impunyai ke iuntungan de ingan be irlama-lama di peingadilan 
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se idangkan jika advo ikat meinggiring ke i jalur noin litigasi maka imbalan 

advoikat akan tidak se imaksimal jalur litigasi, de ingan be igitu me idiasi hanya 

foirmalitas saja untuk bisa me ilanjutkan kei pe irsidangan se ilanjutnya. 

Alternatif penyelesaian perkara melalui jalur mediasi tidak selalu 

digunakan di setiap jenis perkara. Pada pasal 4 Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan 

telah disebutkan bahwa hanya sebagian perkara perdata saja yang wajib 

diselesaikan melalui mediasi. Contoh perkara yang wajib di mediasi yaitu 

perkara gugatan perceraian, seperti beibe irapa peilaksanaan di Peingadilan 

Ne ige iri Proiboilinggoi, yang mana seijak awal meimang sudah tidak beir 

i‟tikad baik dari pihak deingan salah satunya yaitu sikap saling ceikcoik atas 

pe inyataan antar pihak se irta meininggikan e igoi de ingan be intuk sikap 

e imoisioinal dalam meimpeirtahankan keipeintingan masing-masing. Se ipe irti 

yang te irjadi di Peingadilan Neige iri Proiboilinggoi te irkait peirceiraian dimana 

pe inggugat meinyatakan peirse ilisihan teirus meine irus dan peirte ingkaran dalam 

be irumah tangga kare ina peirbe idaan peindapat dan peirse ilingkuhan teirang-

teirangan, se idangkan te irgugat me inyatakan pe inggugat tidak nurut atau suka 

meimbantah deingan me imbuktikan bahwa peinggugat yang malah 

se ibaliknya me ilakukan peirse ilingkuhan dise irtai bukti, seidangkan me inurut 

pe inggugat bukti teirseibut palsu. Maka  sikap se ipeirti itulah bisa dikatakan 

ceirminan bahwa salah satu para pihak ada yang tidak jujur dan tidak 

transparan, deingan be igitu meimbe intuk situasi meidiasi meinjadi tidak 

meindukung. Te irkadang meimbuat keisulitan bagi meidiatoir ataupun para 
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pihak itu seindiri, dimana beirpe ingaruh pada hasil akhir meidiasi meinjadi 

buntu. Disitulah keibanyakan meidiatoir keitika buntu akan me inggiring para 

pihak kei jalur litigasi. Padahal poisisi se ipe irti itu seiharusnya me idiatoir 

meinggunakan kre iatifitas dan peirannya agar para pihak te irse ibut beirdamai 

tanpa adanya saling me ileimpar dialoig e imoisio inal. Deingan be igitu para pihak 

bisa dikatakan tidak be iri‟tikad baik, maka hasilnya me indapatkan akibat 

hukum dari tingkah laku yang te ilah dilakukan seilama proise is meidiasi, 

se ipe irti beirdasarkan dalam Pasal 22-23 ayat 2 Pe iraturan Mahkamah Agung 

Noimoir 1 Tahun 2016 teintang pro ise idur meidiasi di peingadilan yang 

be irbunyi : pe inggugat dan teirgugat yang dinyatakan tidak beiri‟tikad baik 

dikeinai pula keiwajiban peimbayaran biaya me idiasi, seibagai 

pe inghukuman.
56

 

Ke indala dalam beirme idiasi juga terdapat dalam be irbe idanya 

ke icapakan peimahaman dan peindidikan antara salah satu pihak, se ihingga 

masyarakat yang se idang me injalani adanya peirse ingke itaan di Proiboilinggoi, 

hadir dalam beirbagai latar beilakang. Dimana latar beilakang pe indidikan, 

mata peincarian yang be irmacam-macam se irta usia. Hal te irse ibut juga 

meinjadi keisulitan dalam meinjalankan adanya me idiasi, kareina meimang 

teirkadang ada pihak yang me impunyai ke ite irbatasan kurangnya pe indidikan 

atau usia yang tua, se ihingga tidak mampu me inyampaikan peinjeilasan dan 

bukti-bukti yang cukup untuk me impe irtahankan apa yang me injadi 

ke iinginannya dan haknya. De ingan be igitu  pihak yang ke imampuannya 
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leibih kuat meingambil keise impatan dalam ke ise impitan, seipe irti meinjeilaskan 

argume intasi yang cukup bagus de ingan me inye irtakan bukti-bukti, seihingga 

meinjadi leibih meimpeirkuat poisisi untuk meimeinangkan adanya 

ke ipeintingan-ke ipe intingan te irteintu antar pihak. 

2. Implementasi Penyelesaian Perkara melalui Proses Mediasi di 

Pengadilan Negeri Probolinggo 

Aturan se ibe inarnya sudah teirjalani deingan baik dan proise idur 

meidiasi di Pe ingadilan juga sudah te irjalani se isuai Peiraturan Mahkamah 

Agung No imoir 1 Tahun 2016 Teintang Pro ise idur me idiasi di Peingadilan. 

Walaupun peirangkat hukumnya sudah te irse idia akan teitapi pada 

ke inyataannya tidak dimanfaatkan se icara maksimal dikare inakan masing-

masing tidak mau me ingalah dan tidak punya niatan be ir i‟tikad baik dalam 

pe irdamaian. Deingan be igitu me ire ika meinge ide ipankan harus be irse idia 

meinang dan harus beirse idia kalah, maka jalan satu-satunya pe inye ile isaian 

yaitu de ingan jalur litigasi atau pe inye ile isaian peirkara didalam peingadilan. 

Masyarakat seibe inarnya juga tidak meimahami teirkait eiksiste insi teirhadap 

meidiasi itu seindiri, se ihingga masyarakat be iranggapan bahwa putusan 

meidiasi tidak sama de ingan putusan pe ingadilan yang mana meingira bahwa 

se iteilah beirmeidiasi akan teitap beirpeirkara lagi padahal poisisi putusan 

meidiatoir diluar peingadilan juga meimiliki keikuatan hukum yang 

pasti.Padahal jika dibanding pe inye ile isaian pe irkara jalur litigasi de ingan 

jalur meidiasi akan leibih meinyingkat waktu dan me inghe imat peimbiayaan 

de ingan jalur meidiasi, kareina meimang meidiasi meinghasilkan Win Win 
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Soilutioin  se ihingga bukan me inang atau kalah dan akan te itap teirjaga 

pe irdamaian dan keike iluargaannya. De ingan beigitu pe inumpukan peirkara 

pada dan lamanya waktu be irproise is di pe ingadilan akan leibih beirkurang. 

Pro ise idur meidiasi meirupakan bagian dari hukum acara pe irdata 

dimana dapat meingoitimalkan seirta meimpe irkuat adanya fungsi le imbaga 

pe iradilan teirkait peinye ile isaian seingke ita. Para hakim, me idiatoir, para pihak 

atau kuasa hukumnya diharuskan me imatuhi adanya pro ise idur pe inye ile isaian 

se ingke ita meilalui proise is meidiasi. Hakim me ime iriksa peirkara deingan tidak 

meinginstruksikan para pihak untuk me ilaksanakan meidiasi, se ihingga para 

pihak yang be irse ingke ita tidak meilaksanakan meidiasi diseibut meilanggar 

ke iteitapan peiraturan peirundang-undangan te irkait meidiasi dipeingadilan. 

Adanya pro ise idur didalam pro ise is me idiasi bagi para pihak yang 

be irse ingke ita, bukti bahwa adanya ke ipastian hukum diseitiap keibe irhasilan 

hasil. Deingan be igitu tidak ada pe inye ile iwe ingan adanya pe iraturan bagi 

meire ika yang me injalaninya. Te intu hasil akhir akan dise irahkan keipada 

hakim untuk dipeiriksa ke ilayakannya. Jika beirhasil maka meidiatoir 

meingajukan adanya ke ise ipakatan peirdamaian guna dikuatkan dalam akta 

pe irdamaian dan jika para pihak tidak mau de ingan adanya ke ise ipakatan 

pe irdamaian maka, keise ipakatan peirdamaian meincantumkan peincabutan 

gugatan. Te irse ibut se ipeirti teirte ira dalam Pasal 27 Pe iraturan Mahkamah 

Agung No imoir 1 Tahun 2016 Teintang Pro ise idur meidiasi di Peingadilan. 

Pe irubahan peiraturan dalam beintuk pe inye impurnaan suatu peiraturan 

dari Peiraturan Mahkamah Agung No i 1 Tahun 2008 meinjadi Peiraturan 
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Mahkamah Agung No i 1 Tahun 2016 teintang pro ise idur meidiasi di 

pe ingadilan, seihingga Pe iraturan Mahkamah Agung Tahun 2008 bisa 

dikatakan kurang maksimal te irkait peimeinuhan ke ipeirluan pe ilaksanaan 

meidiasi de ingan le ibih be irdayagunadan be irupaya me ininggikan ke isukse isan 

meidiasi di pe ingadilan.
57

Bisa kita lihat bahwa untuk aturan dan pro ise idur 

teirkait peinye impurnaan pe iraturan proise idur me idiasi sudah sangatbaik 

dimana deimi meimajukan praktik peingadilan di Indo ineisia, guna 

meiningkatkan kualitas suatu pe ine igakan hukum. Me idiasi seibeinarnya bisa 

dikatakan reilatif masih baru, dalam me ilaksanakannya masih banyak 

ke indala-keindala seipeirti, eigoi para pihak se ihingga dalam proise is meidiasi 

tidak beiri‟tikad baik, kurangnya pe imahaman masyarakat te irhadap 

ke ikuatan hukum putusan me idiasi, meidiato ir yang tidak suka be irbe ilit-be ilit 

se ihingga jika dipikir dari awal tidak ada niatan upaya pe irdamaian, 

meidiatoir akan se ige ira me inggiring masyarakat ke ipada peinye ile isaian jalur 

meidiasi, dll. 

Me inyatukan atas proise is meidiasi seibagai syarat le igalitas foirmal 

pe irsidangan dimana feinoime ina umum yang be irlaku di seiluruh peingadilan  

dan meimiliki tingkatan sukse is yang cukup se imampai, seipe irti dibeibeirapa 

ne igara yaitu Singapura, Je ipang, Ame irika Seirikat, Australia.
58

 Neigara 

teirse ibut me imiliki tingkat ke ibeirhasilan yang cukup tinggi, se ipe irti salah 

satunya di Australia ke ibeirhasilan meidiasi meincapai 80% dikareinakan 

pe ilayanan meidiasi se icara cuma-cuma, seihingga se iluruhnya me imbagikan 
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jasa peilayanan meidiasi seicara gratis, leimbaga ini didanai oileih ne igara 

de ingan dibe irikan keibe ibasan dari pungutan biaya, bukan hanya itu saja 

biaya pe irkara di Australia sangat mahal, be ilum lagi meimbayar jasa 

pe ingacara yang harganya me ilangit. Maka dari itu masyarakat Australia 

teintu leibih meimilih peilayanan yang gratis.  

Perbedaan mediasi yang terjadi di Pengadilan Negeri dan 

Pengadilan Agama yakni dari segi hakim mediator dan para pihak yang 

mendaftarkan perkara seperti gugatan perceraian, waris, harta bersama, dll 

Pengadilan Negeri lebih banyak non muslim, sehingga dalam 

menyelesaikan mediasi  non muslim tidak mungkin menerapkan ayat-ayat 

al-qur‟an. Sedangkan Pengadilan Agama tentu hakim mediator dan 

pendaftar perkara beragama islam.   

Pro ible imeitika seimacam yang te irjadi diatas seibe inarnya pe irlu 

meiningkatkan adanya pe ilatihan guna me imbeiri pe imahaman keipada 

masyarakat luas bahwa me idiasi tidak se iriwe ih atau seisulit itu untuk 

dilaksanakan kareina meimang be inar-be inar dibantu oileih para meidiatoir 

hingga pe irmasalahan yang te irjadi pada masyarakat tuntas. Me idiasi suatu 

alteirnatif peinye ile isaian peirkara yang te irbilang me imiliki dampak beisar atas 

ke ibeirhasilan suatu final pe irkara. Oileih se ibab itu maka meidiatoir Pe ingadilan 

se ilayaknya meindapatkan peilatihan yang cukup bagus. Pe irwujudan hal ini 

Mahkamah Agung Re ipublik Indo ine isia harus meimpunyai inisiatif de ingan 

meimbangun le ibih inteins teirkait peilatihan meidiatoir. 
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3. Penyelesaian perkara melalui mediasi di Pengadilan Negeri    

Probolinggo dalam Perspektif Hukum Islam 

Korelasi penyelesaian perkara melalui mediasi di Pengadilan 

Negeri Probolinggo dengan hukum islam yaitu cara penyelesaian melalui 

mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo tentu menggunakan cara 

musyawarah atau negosiasi para pihak untuk mencapai kesepakatan 

perdamaian, seperti yang tertuang dalam QS. Asy-Syura ayat 38 yakni :  

هُمْ  ۚ  وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُ وْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلّٰوةَ  ن َ هُمْ يُ نْفِقُوْنَ وَمِ  ۚ  وَاَمْرُهُمْ شُوْرّٰى بَ ي ْ ن ّٰ ا رَزقَ ْ  مَّ
 

Artinya : “dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan 

Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka 

(diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka 

menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada 

mereka.” 
 

Pada ayat Al-Qur‟an diatas, menganjurkan kepada para setiap 

pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui musyawarah. Akan tetapi 

pada kenyataannya mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo, 

musyawarah beberapa para pihak yang berperkara sulit dilaksanakan 

dikarenakan para pihak tidak mempunyai niatan untuk berdamai, sehingga 

dalam menciptakan perdamaian juga akan sulit dicapai. Dan untuk 

mencapai upaya perdamaian perlu adanya pihak ketiga yaitu mediator.  

Perwujudan mediator sebagai penengah dalam mendamaikan kedua belah 

pihak juga dimuat dalam QS. Al-Hujurat ayat 10 yakni :  

 ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُ رْحَمُونَ  ۚ  وَٱت َّقُوا ۚ  بَ يْنَ أَخَوَيْكُمْ  ۚ  فَأَصْلِحُواإِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ 
Artinya : “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu 

damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu 
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itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat 

rahmat.” 
59

 

 

Pada ayat diatas dengan jelas menerangkan bahwa jika kedua 

golongan kaum mukmin bersengketa hingga menimbulkan perang, maka 

kewajiban bagi orang islam untuk mendamaikan. Perdamaian ini tujuan 

dan makna dalam islam. Korelasi mediator Pengadilan Negeri Probolinggo 

dengan QS. Al-Hujurat ayat 10 yaitu peranan mediator dimana mediator 

mempunyai amanah dalam tugasnya dalam menengahi suatu permasalahan 

dan memberi solusi atau saran kepada para pihak yang bersengketa untuk 

membantu mencari upaya penyelesaian perselisihan, bukan untuk 

menjatuhkan putusan. Seperti dalam hukum islam istilah hakam yaitu 

sama seperti mediasi, bahwa hakam merupakan pihak ketiga yang 

mengikat diri ke dalam konflik yag terjadi diantara para pihak sebagai 

pihak yang akan menengahi atau menyelesaikan sengketa diantara mereka.  

setelah hakam berusaha secara maksimal untuk mencari upaya 

perdamaian, maka kewajiban dari hakam berakhir. Hakam kemudian 

melaporkan kepada hakim tentang upaya yang mereka lakukan terhadap 

para pihak, selanjutnya hakim akan memutuskan perselisihan dengan 

mempertimbangkan masukan dari hakam. Dengan demikian, kita lihat 

bahwa hakam dalam hukum islam ini memiliki persamaan dengan 

mediator dalam proses mediasi di pengadilan. Keduanya (hakam dan 

mediator) tidak memiliki kewenangan untuk memutus. Keduanya 
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merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang 

dilakukan oleh pihak ketiga. 

Berdasarkan diatas jelas terlihat bahwa pola penyelesaian sengketa 

melalui mediasi telah dikenal pula dalam sistem hukum islam. Hakam 

dapat dikembangkan untuk menjadi metode penyelesaian berbagai jenis 

sengketa, sebagaimana dalam ajaran islam yang memerintahkan agar 

menyelesaikan setiap perselesaian yang terjadi di antara manusia dengan 

cara berdamai (islah). Islah memberikan kesepakatan para pihak untuk 

memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa, dan mereka 

tidak lagi terpaku secara ketat pada pengajuan alat bukti. Para pihak 

memperoleh kebebasan mencari jalan keluar agar sengketa mereka dapat 

diakhiri.
60

  

Islah (damai) merupakan sarana penyelesaian sengketa yang 

didasari pertimbangan bahwa islah dapat memuaskan para pihak dan tidak 

ada para pihak yang merasa menang atau kalah dalam menyelesaikan 

sengketa mereka. Islah mengantarkan para pihak pada ketentraman hati, 

kepuasan dan memperkuat ikatan silaturrahmi para pihak yang 

bersengketa. Islah dilakukan dengan sukarela tidak ada paksaan dari pihak 

manapun dan hakim memfasilitasi para pihak agar mereka mencapai 

kesepakatan demi mewujudkan perdamaian dan keadilan. Akan tetapi 

pada kenyataannya di Pengadilan Negeri Probolinggo meskipun hakim 

memfasilitasi hal itu, para pihak tetap memilih jalur litigasi dikarenakan 
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mereka selain tidak memahami mediasi juga tidak berniat dalam berdamai, 

tetap terhadap pendiriannya dengan berfikiran harus menang dalam 

kesengketaan. Sehingga mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo belum 

berjalan dengan efektif.   

  



88 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Be irsumbe ir hasil peine ilitian teirkait peinye ile isaian peirkara meilalui proise is 

meidiasi di Pe ingadilan Ne ige iri Proiboilinggoi, maka dapat ditarik keisimpulan 

yaitu :  

1. Peranan atas mediator sangat penting dalam menyelesaikan suatu  proses 

mediasi dimana, sudah sangat jelas dalam Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang mediasi dijelaskan bahwa mediator adalah 

penengah suatu permasalahan didalam proses mediasi dengan bersikap 

netral tanpa membeda-bedakan antar pihak tergugat maupun penggugat. 

Bukan hanya itu peran mediator juga melancarkan adanya jalan upaya 

perdamaian antar pihak, menengahi, membantu memberi suatu solusi dan 

arahan demi tercapainya suatu upaya perdamaian. Akan tetapi pada 

kenyataannya hasil wawancara, ditemukan di Pengadilan Negeri 

Probolinggo bahwa mediasi segera terselesaikan karena mediator 

mengarahkan para pihak kepada jalur litigasi, sebab para pihak tidak 

mempunyai niatan dalam upaya perdamaian, bersikap tidak jujur, 

meninggikan ego dan tidak mau mengalah satu sama lain dengan 

menunjukkan tingkat amarah setinggi mungkin, sehingga proses mediasi 

tidak kondusif. Sebetulnya suatu proses mediasi bisa terselesaikan jika 

kedua belah pihak berusaha dalam upaya berdamai. Bukan hanya itu saja 

kendala dari advokat menggiring klien untuk melaksanakan litigasi, guna 
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mempunyai keuntungan dengan berlama-lama di pengadilan, dengan 

begitu jika advokat menggiring ke jalur non litigasi maka imbalan advokat 

akan tidak semaksimal jalur litigasi. Dan perbedaan ke icapakan 

pe imahaman dan peindidikan antara salah satu pihak, sehingga yang cakap 

akan pemahaman lebih mendukung dalam membeberkan suatu argumen 

dan bukti yang ada. 

2. Pe inye ile isaian peirkara meilalui proise is me idiasi seibeinarnya tidak banyak 

dise ileisaikan oileih pihak Pe ingadilan Ne ige iri Proiboilinggoi, walaupun 

pe irangkat hukumnya sudah te irse idia akan te itapi pada keinyataannya itu 

tidak dimanfaatkan seicara maksimal dikareinakan masing-masing tidak 

mau meingalah dan tidak punya niatan be ir i‟tikad baik dalam peirdamaian 

se ihingga meire ika meinge ide ipankan harus ada yang me inang dan harus ada 

yang kalah, deingan be igitu jalan satu-satunya pe inye ile isaian yaitu de ingan 

jalur litigasi atau peinye ile isaian peirkara didalam peingadilan. Para pihak 

juga tidak meimahami eiksiste insi teirhadap meidiasi itu seindiri, se ihingga 

para pihak beiranggapan bahwa putusan me idiasi tidak sama deingan 

putusan peingadilan, padahal putusan meidiatoir diluar peingadilan juga 

meimiliki keikuatan hukum yang pasti. De ingan be igitu koinse ip me idiasi 

dalam peinye ile isaian peirkara beilum bisa maksimal. Hasilnyapun akan te itap 

banyak keigagalan dalam beirme idiasi dan deingan adanya ke igagalan 

masyarakat akan meinilai bahwa meidiasi hanya foirmalitas saja. 

3. Penyelesaian perkara melalui mediasi di Pe ingadilan Ne ige iri Proiboilinggo i 

perspektif hukum islam sesuai dengan memakai cara musyawarah dalam 
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penyelesaiannya dan perwujudan mediator seperti yang tertuang dalam 

QS. Asy-Syura ayat 38 dan QS. Al-Hujurat ayat 10, akan tetapi di 

Pengadilan Negeri Probolinggo musyawarah beberapa para pihak sulit 

dilaksanakan dikarenakan kurangnya niatan dalam berdamai, sehingga 

mediasi para pihak tetap mengalami kegagalan.  

B.  Saran 

Be irdasarkan peine ilitian teintang pe inye ile isaian peirkara meilalui proise is 

me idiasi di Pe ingadilan Ne ige iri Proiboilinggoi, jadi peine iliti mampu meinyarankan 

se ibagai be irikut :  

1. Pe ingadilan Neige iri Proiboilinggoi dapat meinsoisialisasikan keipada 

masyarakat luas atas keibe iradaan alteirnatif meidiasi yang dapat meinjadi 

pe ilayan masyarakat, guna mampu me inye ile isaikan seingke ita pe irkara meilalui 

proise is me idiasi deingan cara meilalui me idia soisial. Dalam hal ini 

meinsoisialisasikan beirupa jeinis-je inis pe irmasalahan peirkara dapat 

dise ileisaikan meilalui proise is me idiasi de ingan me imaparkan keileibihan-

ke ileibihan meidiasi di Peingadilan dan juag meinje ilaskanadanya 

ke imanfaatan fasilitas pe ingadilan teirkhusus meidiasi, dimana masyarakat 

akan meirasakan adanya biaya tidak te irlalu banyak dan waktu yang 

singkat. De ingan be igitu masyarakat akan me inge irti bahwa pe inye ile isaian 

teirkait peirkara tidak meilulu seileisai di muka peingadilan, bisa juga 

dirasakan diluar pe ingadilan de ingan teitap meirasakan keipastian hukum. 

De ingan be igitu akan sangat meinarik untuk dipikirkan oile ih masyarakat 

indoineisia te irkhusus wilayah hukumnya yaitu proiboilinggoi. Disitulah bisa 
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dilihat bahwa noitabeine i masyarakat proiboilinggoi le ibih teirgiur se isuatu yang 

mudah untuk dilakukan. Peingadilan Ne ige iri Proiboilinggoi me impunyai 

pe iluang dalam hal meingurangi adanya pe inumpukan peirkara dikareinakan 

proise is waktu yang cukup te irbilang lama.  

2. Bagi para hakim meidiatoir pe ingadilan se iharusnya meingadakan e ivaluasi  

dan peilatihan tiap bulannya de ingan le ibih teirfoikuskan keipada cara-cara 

kre iatif yang me inoinjoil agar le ibih beirhasil meincapai peirdamaian para pihak 

ataupun bagaimana seiharusnya pe iran atau tugas me idiatoir teitap 

meinjalankan deingan baik akan teitapi me inghasilkan keibe irhasilan untuk 

meindamaikan para pihak tanpa adanya paksaan. Dan juga me imbeiri 

pe imahaman keipada masyarakat te irkait hasil meidiasi itu putusan keikuatan 

hukumnya pasti. Deingan be igitu pandangan se ibagian masyarakatatas 

meidiasi di Peingadilan tidak teirbilang hanya fo irmalitas saja. 
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